
PR.ESIDEN
R,EPUBLIK INDONESIA

I.E.1

E. PERIZINAN BERUSATIA SEKTOR KETENAGANUKLIRAN
ito Kode

KBLI
Judul KBLI Ruang

Lingkup
Skala
Usaha

Tiugket
Risiko

Pcrizinan
Bcruseha

Persyarataa Jangla Walrtu
Penerbitan

KewaJiban PB IIMKU Parametcr Kewenangan

IU l2l (3t t4l (s) (6) 17l (8) (e) (10) 111) lt2l (131

1 32906 Industri
Produksi
Radioisotop

o Konstruksi
Fasilitas
Produksi
Radioiso-
top

o Konstruksi
Fasilitas
Produksi
Radiofar-
maka

o Konstruksi
Fasilitas
Produksi
Radioiso-
top dan
Radiofar-
maka

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
tel<nis
fasilitas
radiasi

2. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Dokumen
prograrn
keamanan
zat radioaktif

4. Dokumen
program
komisioning

5. Dokumen
program
pengelolaan
limbah
radioaktif

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksana-
kan
konstruksi
sesuai
dengan
dokumen
teknis
fasilitas
radiasi yang
telah
disetujui
oleh
BAPETEN

2. Melaksana-
kan
konstruksi
paling
lambat 2
(dua) tahun
terhitung
sejak PB
konstnrksi
diterbrtkan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148088 C



PRES!DEN
REPUELIK INDONESIA

T.8.2

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tiagtat
RIsilro

Perizinan
Berusahe

Persyaretan Jangka Wahtu
Penerblten

Kewajiban PB I'MKT' Paremcter Kewenangan

(1) l2t (3) l4l (s) (6) 17l (81 (el (10) (1U lt2l (131

6. Dokumen
sistem
manajemen

3. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi, dan
ketentuan
keamanan
zat
radioaktif

4. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam
sistem
manajemen

5. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

SK No 148089 C



PRES!DEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.3

No Kode
I(BLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

Skala
Usaha

Ttnglat
Rlsllro

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangla trIektu
Penerbiten

Kewajiban PB IMKII Paramcter Kewenangan

(1) t2t (3) t4l (s) (6) 17l (8) (et (10) (11) lt2l (131

6. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai
jangka
waktu yang
disepakati

7. Memastikan
uji untuk
masing-
masing
struktur,
sistem, dan
komponen

8. Memastikan
uji
terintegrasi
struktur,
sistem, dan
komponen
dengan
sumber

SK No 148090 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.4

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangka Waktu
Pcncrbltan

KewaJiban PB IIMKT' Parameter lSaasngngan

(1) t2l (3) l4l (s) (6t 17l (8) (e) (10) (11) lt2l (131

radiasi
pengion

o Operasi
Fasilitas
Produksi
Radioiso-
top

o Operasi
Fasilitas
Produksi
Radiofar-
maka

o Operasi
Fasilitas
Produksi
Radioiso-
top dan
Radiofar-
maka

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin I. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi yang
diperbarui
sesuai
dengan tahap
operasi

3. Dokumen
program
keamanan
zat radioaktif
yang
diperbarui
sesuai
dengan tahap
operasi

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksana-
kan
kegiatan
dan
menghasil-
kan produk
sesuai
dengan PB
yang
diterbitkan

2. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam
sistem
manajemen
pada tahap
operasi

3. Melaksana-
kan

- Sertihkat
Cara
Pembuat-
an Obat
yang Baik
(untuk
kegiatan
produksi
radioiso-
top
dan/atau
radiofar-
maka yang
digunakan
untuk
pasien)

- lzin Edar
Obat

- Ekspor Zat
Radioaktif/
lmpor Zat
Radioaktif

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148091 C



FRES!OEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.5

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Shala
Usaha

Tingtat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka trIalrtu
Penerbitan

KewqJiban PB UMKT' Parameter Kcwenangan

(1) tzt (3) l4l (s) (6) 17l (Et (e) (10) (r 1) lt2l (r3l
4. Dokumen

sistem
manajemen
yang
diperbarui
sesuai
dengan tahap
operasi

5. Dokumen
program
perawatan

6. Dokumen
program
dekomision-
ing fasilitas
sumber
radiasi
pengion

7. Untuk
kegiatan
produksi
radioisotop
dan produksi
radioisotop
dan

ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi, dan
ketentuan
keamanan
zat
radioa-ktif

4. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

5. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai
jangka
waktu yang
disepakati

SK No 148092 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.6

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLafa
Usaha

Ttngkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka WaLtu
Penerbitan

KewaJiban PB TIMKU Parameter Kcweaangen

(U t2t (3) (4) (s) (6) 17t (8) (e) (10) (1U lr2l (131

radiofarmaka,
persyaratan
harus
dilengkapi
dengan
jaminan
Iinansial
untuk
pelaksanaan
dekomision-
ing dan
penanganan
limbah
radioaktif

8. Program
pengelolaan
limbah
radioaktif

6. Melakukan
tindakan
yang
diperlukan
untuk
mencegah
pemindahan
tidak sah,
pencurian,
dan
sabotase zat
radioaktif

7. Menyampai-
kan laporan
veril-rkasi
keselamatan
dan
keamanan
secara
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan

SK No 148093 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.8.7

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Ttnglat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jeagka trIaktu
Penerbitan

KewaJiban PB UMKI' Parameter Kcwenangan

(U t2t (3) (4) lsl (6t 17t (8) (e) (10) (ru lt2l (13)

8. Melakukan
perawatan
sesuai
dengan
program
perawatan

9. Melakukan
pengelolaan
limbah
radioaktif
sesuai
dengan
prograrn
pengelolaan
Iimbah
radioaktif

o Dekomisio-
ning
Fasilitas
Produksi
Radioiso-
top

o Dekomisio-
ning

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin I. Dokumen
program
dekomisioning
yang
diperbarui
sesuai dengan
kondisi terkini

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Pelaku
Usaha
menghenti-
kan
kegiatannya
secara tetap

2. Melaksana-
kan kegiatan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148094 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.8

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LingLup

Skala
Ueaha

Tingkat
Rislko

Perizinaa
Berusaha

Pcrsyareten Jangka Waktu
Penerbiten

Kewajiben PB TIITIKTI Parametcr Kewenangan

(u t2t (3) (4) (s) (61 17l (8) (et (101 (1U (r2) (r3l

Fasilitas
Produksi
Radiofar-
maka

o Dekomisio-
ning
Fasilitas
Produksi
Radioiso-
top dan
Radiofar-
maka

2. Dokumen
sistem
manajemen
yang
diperbarui
sesuai dengan
tahap
dekomisioning

dekomision-
ing setelah
PB
dekomision-
ing
diterbitkan

3. Melakukan
Penanganan
limbah
radioaktif
yang
ditimbulkan
dari
pelaksanaan
dekomision-
ing

4. Melaksana-
kan sistem
manajemen
pada saat
proses
dekomision-
ing
dilakukan

SK No 148095 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.E.9

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglrat
Risilro

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewqilban PB I'MKTI ParaEeter Kewenangan

(u t2t (3) l4l (st (6) 17l (8) (et (10) (ru (12) (13)

5. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi
pada saat
proses
dekomision-
ing

6. Menindak-
Ianjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai
jangka
waktu yang
disepakati

7. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
dekomision-

SK No 148096 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.10

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Ttngkat
RisiLo

Perlzlnan
Beruseha

Persyaratan Jangke Wahtu
Penerbltan

Kewajiban PB T'MKT' Parameter Kewenangan

(u t2l (3) (4) (s) (6) 17l (81 (e) (10) (11) lt2l (13)

ing kepada
BAPETEN

o Pernyataan
Pembebas-
an Fasilitas
Produksi
Radioiso-
top

o Pernyataan
Pembebas-
an Fasilitas
Produksi
Radiofar-
maka

o Pernyataan
Pembebas-
an Fasilitas
Produksi
Radioisotop
dan
Radiofar-
maka

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Laporan
pelaksanaan
dekomisioning

2. Laporan
pelaksanaan
sistem
manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan
akses kepada
BAPETEN untuk
melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

2 2660r Industri
Peralatan

Konstruksi
Fasilitas

- Kecil
- Menengah

Tinggi NIB dan Izin Dokumen
teknis

I 45 Hari setelah
memenuhi

Melaksana-
kan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148097 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.11

IVo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

Stela
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka ltraktu
Penerbitan

KewaJiban PB UMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) tst (6) 17t (8) (e) (101 111) lt2l (13)

Iradiasi/
Sinar X,
Perlengka-
pan, dan
Sejenisnya

Produksi
Peralatan
yang
Mengguna-
kanZat
Radioaktif

- Besar fasilitas
radiasi

2. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Dokumen
program
keamanan
zat
radioaktif

4. Dokumen
program
komisioning

5. Dokumen
program
pengelolaan
limbah
radioaktif

6. Dokumen
sistem
manajemen

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

konstruksi
sesuai
dengan
dokumen
rencana
teknis
fasilitas
radiasi yang
telah
disetujui
oleh
BAPETEN

2. Melaksana-
kan
konstruksi
paling
Iambat 2
(dua) tahun
terhitung
sejak PB
konstruksi
diterbitkan

3. Melaksana-
kan
ketentuan

SK No 148098 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.E.12

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

TtngLat
Rislko

Perizlnan
Bcrusaha

Persyeretan Jangka Waktu
Penerbltan

KewqJiban PB IIMKT' Parameter Kewenangaa

(1) l2t (3) t4l (s) (6) 17l (8t (e) (10) (11) lt2l (131

yang
tertuang
dalam
sistem
manajemen

4. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi dan
ketentuan
keamanan
zat
radioaktif

5. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

6. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-

SK No 148099 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.13

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Ltngkup

Slrala
Usaha

Tingkat
RisiLo

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Jangka Weltu
Penerbitaa

KewaJiban PB IIMKTI Peremcter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (61 17l (8) (et (10) (1U (r2l (13)

aian hasil
inspeksi
sesuai
jangka
waktu yang
disepakati

7. Memastikan
uji untuk
masing-
masing
struktur,
sistem, dan
komponen

8. Memastikan
uji
terintegrasi
struktur,
sistem, dan
komponen
dengan
sumber
radiasi
pension

SK No 148100 C



PRESIDEN
REPUELTK INDONESIA

I.E.14

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

Skala
Usaha

Tingkat
RislLo

Perizinan
Berusahe

Persyaratan JangLa Elaktu
Penerblten

Kewajiban PB I'MKII ParaECtcr Kewcnangan

(u t2t (3) (4) (st (6t 17t (8t (e) (ro) (11) lt2l (13)

Operasi
Fasilitas
Produksi
Peralatan
yang
Mengguna-
kanZat
Radioaktif

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. laporan
hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi yang
diperbarui
sesuai
dengan
tahap
operasi

3. Dokumen
sistem
manajemen
yang
diperbarui
sesuai
dengan
tahap
operasi

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan

pembayaran

1. Melaksana-
kan kegiatan
dan
menghasil-
kan produk
sesuai
dengan PB
yang
diterbitkan

2. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam
sistem
manajemen
pada tahap
operasi

3. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi, dan

Ekspor
Zat
Radioaktif
/ Impor
Zat
Radioaktif
Sertihkat
Tingkat
Komponen
Dalam
Negeri
Pertim-
bangan
teknis
pembe-
basan bea
masuk
dalam
rangka
penelitian
dan
pengem-
bangan
Surat
Persetuju-

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148101 C



PRES!DEN
REPUILIK INDONESIA

I.E.15

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skda
Usaha

Tingtrat
Risilo

Perizinan
Bcrusahe

Persyaraten Jangka trIalrtu
Pcnerbitan

KcwqJiban PB I'MKII Parameter Kewenengen

(1) t2t (3) (4) (sl (6) 17l (8) (e) (101 (1U lt2l (13)

4. Dokumen
program
perawatan

5. Dokumen
program
dekomision-
ing fasilitas
sumber
radiasi
pengion

6. Dokumen
program
keamanan
zat
radioaktif
yang
diperbarui
sesuai
dengan
tahap
operasi

7. Jaminan
frnansial
untuk
pelaksanaan

ketentuan
keamanan
zat
radioaktif

4. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

5. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai
jangka
waktu yang
disepakati

6. Melakukan
tindakan
yang
diperlukan
untuk

an
Penilaian
TKDN
Pengguna-
an Mesin
Produksi
Dalam
Negeri
Izin Edar
Alat
Kesehatan
Dalam
Negeri
lzin Edar
Alat
Kesehatan
Impor
lzin Ed,ar
Perbekal-
an
Kesehatan
Rumah
Tangga
(PKRT)

SK No 148102 C



PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

I.E.16

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skela
Usaha

Ttngkat
Risiko

Perizlnan
Benrsaha

Persyaratea Jangla trIaktu
Pencrblteu

Kewajiban PB I'MKT' Paramcter Kewenangan

(1) t2t (3) (4t (sl (6t 17l (8) (e) (10) (1U lr2l (13)

dekomision-
ing dan
penanganan
limbah
radioaktif

8. Dokumen
program
pengelolaan
limbah
radioaktif

mencegah
pemindahan
tidak sah,
pencurian,
dan
sabotase zat
radioaktif

7. Menyampai-
kan laporan
verifikasi
keselamatan
dan
keamanan
secara
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan

8. Melakukan
perawatan
sesuai
dengan
program
perawatan

Dalam
Negeri

- lzinEdar
Perbekal-
an
Kesehatan
Rumah
Tangga
Impor

- Surat
kete-
rangan
pendu-
kung eks-
por impor
- sertifikat
bebas jual
untuk
produk
dalam
negeri

- Surat
persetuju-
an
pelaksa-

SK No 148103 C



PRESIDEN
REFUELIK lNDONESIA

T.E.L7

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tinglat
Risito

Perizinaa
Berusaha

Persyaratan Jangta Waltu
Penerbltan

Kewajiban PB I'MKTI Perameter Kewenangan

(U t2t (3) (4t (sl (6t 17l (8) (et (10) (1U lt2l (13)

9. Melakukan
pengelolaan
limbah
radioaktif
sesuai
dengan
program
pengelolaan
limbah
radioaktif

naan uJl
klinik
Surat
kete-
rangan
pendu-
kung eks-
por impor
- sertifikat
pemberi-
tahuan
ekspor
Sertifikat
Cara
Pembuat-
an yang
Baik
untuk
Alat
Kesehatan
(cPB
untuk
Alkes)

SK No 148104 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.18

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Tinglrat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jangka Waktu
Penerbltan

Kewqiiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(u t2t (3) l4l (s) (6) 17t (8) (et (101 (1U lt2l l13l
Dekomision-
ing Fasilitas
Produksi
Peralatan
yang
Mengguna-
kanZat
Radioaktif

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
program
dekomision-
ing yang
diperbarui
sesuai
dengan
kondisi
terkini

2. Dokumen
sistem
manajemen
yang
diperbarui
sesuai
dengan
tahap
dekomision-
ing

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Pelaku
Usaha
menghenti-
kan
kegiatannya
secara tetap

2. Melaksana-
kan kegiatan
dekomision-
ing setelah
PB
dekomision-
ing
diterbitkan

3. Melakukan
penanganan
limbah
radioaktif
yang
ditimbulkan
dari
pelaksanaan
dekomision-
ing

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148105 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.19

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Tingkat
RlslLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka Waktu
Penerblten

Kewqiiban PB TIMKU Peremeter Kewenangan

(U l2l (3) (41 (st (61 (7) (8) (e) (10) (11) lt2l (13)

4. Melaksana-
kan sistem
manajemen
pada saat
proses
dekomision-
ing
dilakukan

5. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi
pada saat
proses
dekomision-
ing

6. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai

SK No 148106 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.8.20

tYo I xode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skda
Usaha

Tinglat
Rislko

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangta Wattu
Penerbitan

Kewajiban PB IIMKII Parameter Kewenangan

(1) t2t t3) l4l (st (6) t7l (81 (e) (101 (1U lt2l (13)

jangka
waktu yang
disepakati

7. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
dekomision-
ing kepada
BAPETEN

Pernyataan
Pembebasan
Fasilitas
Produksi
Peralatan
yang
Mengguna-
kanZat
Radioaktif

Kecil
Menengah
Besar

Tinggi NIB dan Izin l. Laporan
pelaksanaan
dekomision-
ing

2. Laporan
pelaksanaan
sistem
manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan
akses kepada
BAPETEN untuk
melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

o Konstruk-
S1

Fasilitas
Iradiator
Kategori II
Meng-

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
teknis
fasilitas
radiasi

2. Dokumen
proqram

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksana-
kan
konstruksi
sesuai
dengan
dokumen

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148107 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.E.2I

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Lingkup

gtalq
Usaha

Ttngkat
Rlsiho

Perlzinan
Bcnrsaha

Persyaraten Jangla trIaktu
Penerbitan

Kewqiiban PB I'IIIKTI Parameter Kewenangan

(1) l2t (3) (4) (sl (6) 17l (8) (el (101 llu lt2l (13)

gunakan
Sumber
Radioaktif

o Konstruk-
si
Fasilitas
Iradiator
Kategori
III Meng-
gunakan
Sumber
Radioaktif

r Konstruk-
si
Fasilitas
Iradiator
Kategori
IV Meng-
gunakan
Sumber
Radioaktif

proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Dokumen
program
keamanan
zat
radioaktif

4. Dokumen
program
komisioning

5. Dokumen
prograrn
pengelolaan
limbah
radioaktif

6. Dokumen
sistem
manajemen

rencana
teknis
fasilitas
radiasi yang
telah
disetujui
oleh
BAPETEN

2. Melaksana-
kan
konstruksi
paling
lambat2
(dua) tahun
terhitung
sejak PB
konstruksi
diterbitkan

3. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam

SK No 148108 C



PRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

r.E.22

lYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinaa
Berusahe

Persyaretan Jaagla Waktu
Penerbltan

Kewajiban PB I'MKT' Paramcter Kcwenangan

(U t2t (3) (4! (sl (6) 17l (8) (el (10) (11) lt2l (131

sistem
manajemen

4. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi, dan
ketentuan
keamanan
zat
radioaktif

5. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

6. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai

SK No 148109 C



PRESIDEN
REPUBLIK lNDONESIA

r.8.23

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

Skala
Useha

Tingkat
Risiko

Pcrizinan
Berusaha

Persyaraten Jangka trIaktu
Pcnerbiten

Kewajiban PB IIMKT' Parameter Kewenangen

(1) tzl (3) (41 (5t (61 t7t (8) (e) (101 ( 11) (12) (r3l
jangka
waktu yang
disepakati

7. Memastikan
uji untuk
masing-
masing
struktur,
sistem, dan
komponen

8. Memastikan
uji
terintegrasi
struktur,
sistem, dan
komponen
dengan
sumber
radiasi
pengion

o Operasi
Fasilitas
Iradiator
Kateeori II

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Laporan
hasil
pelaksanaan
komisioning

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan

Melaksana-
kan kegiatan
sesuai
densan PB

I Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No l48l l0 C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.8.24

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skela
Useha

Tingket
Rlslko

Perlzinen
Berusaha

Persyaratan Jangka lflalrtu
Penerbitan

KcwaJibaa PB IIMKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) tst (6t 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (131

Meng-
gunakan
Sumber
Radioaktif

o Operasi
Fasilitas
Iradiator
Kategori
III Meng-
gunakan
Sumber
Radioaktif

o Operasi
Fasilitas
Iradiator
Kategori
IV Meng-
gunakan
Sumber
Radioaktif

2. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi yang
diperbarui
sesuai
dengan
tahap
operasi

3. Dokumen
sistem
manajemen
yang
diperbarui
sesuai
dengan
tahap
operasi

4. Dokumen
program
perawatan

5. Dokumen
program
dekomision-

melakukan
pembayaran

yang
diterbitkan

2. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam
sistem
manajemen
pada tahap
operasi

3. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi, dan
ketentuan
keamanan
zat
radioaktif

4. Memberikan
akses
kepada

SK No l48lll C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.25

No Kode
I(BLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangka trIaktu
Penerbitan

KewqJlban PB UMKI' Parameter Kewenangan

(u t2t (31 (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l l13l
ing fasilitas
sumber
radiasi
pengion

6. Dokumen
program
keamanan
zat
radioaktif
yang
diperbarui
sesuai
dengan
tahap
operasi

7. Jaminan
frnansial
untuk
pelaksanaan
dekomision-
ing dan
penanganan
limbah
radioaktif

BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

5. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai
jangka
waktu yang
disepakati

6. Melakukan
tindakan
yang
diperlukan
untuk
mencegah
pemindahan
tidak sah,
pencurian,
dan
sabotase zat
radioaktif

SK No t48ll2 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONETIA

r.8.26

ItIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
RisiLo

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jengla trIaktu
Pencrbitan

Kewqilban PB TIMKI' Parameter Kewenangaa

(u t2t (3) (4) (sl t6) 17l (Et (el (101 (11) lt2l (r3l

8. Dokumen
program
pengelolaan
Iimbah
radioaktif

7. Menyampai-
kan laporan
verifikasi
keselamatan
dan
keamanan
secara
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan

8. Melakukan
perawatan
sesuai
dengan
program
perawatan

9. Melakukan
pengelolaan
limbah
radioaktif
sesuai
dengan
program

SK No 148113 C



PR,ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.8.27

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglrup

Skala
Usaha

Tinglrat
Rislko

Perizlnan
Beruseha

Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitrn

Kewqilban PB I'MKII Peramcter Kewcnangan

IU l2l (3) (4) (s) (6t 17l (E) (e) (101 (1U lt2l 113)

pengelolaan
limbah
radioaktif

o Dekomis-
ioning
Fasilitas
Iradiator
Kategori II
Meng-
gunakan
Sumber
Radioaktif

o Dekomis-
ioning
Fasilitas
Iradiator
Kategori
III Meng-
gunakan
Sumber
Radioaktif

o Dekomis-
ioning
Fasilitas

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
program
dekomision-
ing yang
diperbarui
sesuai
dengan
kondisi
terkini

2. Dokumen
sistem
manajemen
yang
diperbarui
sesuai
dengan
tahap
dekomision-
ing

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Pelaku
Usaha
menghenti-
kan
kegiatannya
secara tetap

2. Melaksana-
kan kegiatan
dekomision-
ing setelah
PB
dekomision-
ing
diterbitkan

3. Melakukan
penanganan
limbah
radioaktif
yang
ditimbulkan
dari

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No l48l14C



PRESIDEN
REFLIBLIK lNDONESIA

t.8.28

IlIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Useha

Tingkat
Rislko

Perizlnan
Berusaha

Persyaratan Jaagta trIaktu
Pcnerbitan

Kewqiiban PB I'MKTI Paramctcr Kewenangan

(1) l2t (3) (4) (s) (6t 17l (8) (e) (10) (1U (r2l (r3l

Iradiator
Kategori
IV Meng-
gunakan
Sumber
Radioaktif

pelaksanaan
dekomision-
ing

4. Melaksana-
kan sistem
manajemen
pada saat
proses
dekomision-
ing
dilakukan

5. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi
pada saat
proses
dekomision-
ing

6. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-

SK No l48l15 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.8.29

IYo Ilode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

Skala
Ueaha

Tinglat
Risilro

Perizlnan
Bcrusehe

Pcrsyaratan JangLa Waktu
Pcnerbitan

KcwaJlban PB IIMKTI Parameter Kewenaugan

(1) t2l (3t (4) (st (6) 17l (8) (et (10) (11) (r2l (13)

aian hasil
inspeksi
sesuai
jangka
waktu yang
disepakati

7. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
dekomisioni
ng kepada
BAPETEN

o Pernyata-
an Pem-
bebasan
Fasilitas
Iradiator
Kategori II
Meng-
gunakan
Sumber
Radioaktif

o Pernyata-
an Pem-

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Laporan
pelaksanaan
dekomision-
i.tg

2. Laporan
pelaksanaan
sistem
manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan
akses kepada
BAPETEN untuk
melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148116 C



PRESIDEN
REFUBLIK !NDONESIA

I.E.30

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LingLup

SLala
Usaha

TingLat
Risiko

Perizinan
Benrsehe

Persyaratan Jangka WaLtu
Penerbitea

Kewajiban PB IIMKII Perameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4t (s) (6t 17l (8) (e) (10) (1r) lt2l (13)

bebasan
Fasilitas
Iradiator
Kategori
III Meng-
gunakan
Sumber
Radioaktif

r Pernyata-
an Pem-
bebasan
Fasilitas
Iradiator
Kategori
IV Meng-
gunakan
Sumber
Radioaktif

Konstruksi
Fasilitas
Iradiator
Kategori II
Meng-
zunakan

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
teknis
fasilitas
radiasi

2. Dokumen
program

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1 Melaksana-
kan
konstruksi
sesuai
dengan
dokumen

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No l48ll7 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.31

IiIo Kodc
KBLI

Judul I(BLI Ruang
Ltagkup

Skala
Useha

Ttngkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka Waktu
Penerbitea

KewaJiban PB I'MKT' Parameter Kewcnangan

l1) t2l (3) (41 (sl (6) 17l (8) (et (10) (1U lt2l (13)

Pembangkit
Radiasi
Pengion

proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Dokumen
sistem
manajemen

4. Dokumen
program
komisioning

rencana
teknis
fasilitas
radiasi yang
telah
disetujui
oleh
BAPETEN

2. Melaksana-
kan
konstruksi
paling
lambat2
(dua) tahun
terhitung
sejak PB
konstruksi
diterbitkan

3. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam

SK No 148118 C



FR.ESIDEN
REFIJELIK INDONESIA

r.8.32

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

Slrala
Usaha

TingLat
Rislto

Perizinen
Benrsaha

Persyaratan Jangka Walrtu
Pencrblten

Kewqiiban PB IIIUKII Pararneter Kewenangan

(1) l2t (3t (4) (s) (6) 17t (8t (e) (10) (rl) lt2l 113)

sistem
manajemen

4. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi

5. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

6. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai
jangka
waktu yang
disepakati

SK No l48l19 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.33

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tinglrat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangta Waktu
Penerbitan

Kewajlban PB I'II[KT' Parameter Kewcnangan

(U t2t (3) (4) (s) (6) t7l (8t (el (10) (11) ltzl (13)

7. Memastikan
uji untuk
masing-
masing
struktur,
sistem, dan
komponen

8. Memastikan
uji
terintegrasi
struktur,
sistem, dan
komponen
dengan
sumber
radiasi
pengion

Operasi
Fasilitas
Iradiator
Kategori II
Mengguna-
kan
Pembanskit

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Laporan hasil
pelaksanaan
komisioning

2. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Melaksana-
kan kegiatan
sesuai
dengan PB
yang
diterbitkan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148120 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.34

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Ltngkup

Stala
Usaha

Ttnglat
Rlsito

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan JangLa Waktu
Penerbitan

Kewqiiban PB I,MKU Perameter Kcwenangan

(1) t2t t3t t4t (5t (6t 17l (8t (e) (101 (11) (121 (131

Radiasi
Pengion

radiasi yang
diperbarui
sesuai
dengan tahap
operasi

3. Dokumen
sistem
manajemen
yang
diperbarui
sesuai
dengan tahap
operasi

4. Dokumen
program
perawatan

5. Dokumen
program
dekomision-
ing fasilitas
sumber
radiasi
pengion

2. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam
sistem
manajemen
pada tahap
operasi

3. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi

4. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

5. Menindak-
laniuti

SK No l48l2l0



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.35

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglrat
Risiho

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka Waktu
Penerbltaa

Kcwqilbaa PB IIMKTI Parameter Kewenangan

IU l2t (3t (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1 1) lt2l (13)

ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai
jangka
waktu yang
disepakati

6. Menyampai-
kan laporan
verifrkasi
keselamatan
kepada
BAPETEN
secara
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan

7. Melakukan
perawatan
sesuai
dengan
program
perawatan

SK No 148122 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONEgIA

r.E.36

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLala
Useha

Ttngkat
Rleilo

Perizinan
Bcnrsaha

Persyaratan Jangla trIaktu
Penerbitea

Kewajiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(U t2l (3) (4) (sl (6) 17t t8) (e) (10) (1rl lt2l (131

Dekomision-
ing Fasilitas
Iradiator
Kategori II
Meng-
gunakan
Pembangkit
Radiasi
Pengion

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
program
dekomision-
ing yang
diperbarui
sesuai
dengan
kondisi
terkini

2. Dokumen
sistem
manajemen
yang
diperbarui
sesuai
dengan
tahap
dekomision-
ing

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Pelaku
Usaha
menghenti-
kan
kegiatannya
secara tetap

2. Melaksana-
kan kegiatan
dekomision-
ing setelah
PB
dekomision-
ing
diterbitkan

3. Melakukan
penanganan
limbah
radioaktif
yang
ditimbulkan
dari
pelaksanaan
dekomision-
ins

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148123 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.8.37

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usehe

Tinglrat
Rislko

Perlzinan
Benrsahe

Persyaratan Jangka Walrtu
Pcnerbitan

Kewqiiban PB I,MKU Paramcter Kewcnangan

(1) l2t (3t (4) ts) (6) 17l (8) (e) (101 (1U lr,2l (13)

4. Melaksana-
kan sistem
manajemen
pada saat
proses
dekomision-
ing
dilakukan

5. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi
pada saat
proses
dekomision-
ing

6. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai

SK No 148124 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.38

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LingLup

Stala
Usaha

TiagLat
Rlsiho

Pcrizlnan
Beruseha

Persyaratan Jangka trIaktu
Pcnerbltra

KewaJlbaa PB I'MKTI Parameter Kewenangaa

t1) l2t (3t (4) (5t (6) 17l (8t (e) (rol (11) lt2l (13)

jangka
waktu yang
disepakati

7. Melaporkan
hasil
pelaksanaan
dekomision-
ing kepada
BAPETEN

Pernyataan
Pembebasan
Fasilitas
Iradiator
Kategori II
Meng-
gunakan
Pembangkit
Radiasi
Pengion

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Laporan
pelaksanaan
dekomision-
ing

2. Laporan
pelaksanaan
sistem
manajemen

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Memberikan
akses kepada
BAPE"IEN untuk
melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

Fasilitas
Iradiator
Kategori I
Meng-
qunakan

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin Dokumen
teknis
fasilitas
radiasi

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Melaksana-
kan kegiatan
sesuai
dengan PB

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148125 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.39

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usahe

Tingkat
Rlsilo

Perizinrn
Bcrueaha

Persyaratan Jangka trIalrtu
Penerbitan

KewaJibaa PB IIMKI' Peremeter Kewenangan

(U t2t (3) (4) (sl (6) t7t (8) (e) (10) (11) ltzl l13l
Sumber
Radioaktif

2. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Dokumen
program
keamanan zat
radioaktif

4. Dokumen
sistem
manajemen

5. Dokumen
program
perawatan

6. Jaminan
hnansial
untuk
pelaksanaan
penanganan
Iimbah
radioaktif

7. Dokumen
progr€un
pengelolaan

yang
diterbitkan

2. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam sistem
manajemen

3. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi, serta
ketentuan
keamanan
zat radioaktif

4. Memberikan
akses kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

SK No 148126 C



FRESIDEN
REFLIBLIK INDONESIA

I.E.40

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglrat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jangla trIaktu
Pcnerbitea

KewaJiban PB IIMKI' Paramcter Kewenangan

(U t2t (31 (4) (s) (6) 17t (8) (e) (10) (1U lt2l (131

limbah
radioaktif

5. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai jangka
waktu yang
disepakati

6. Melakukan
tindakan
yang
diperlukan
untuk
mencegah
pemindahan
tidak sah,
pencurian,
dan sabotase
zat radioaktif

7. Menyampai-
kan laporan
verifikasi
keselamatan
dan
keamanan

SK No 148127 C



PRESIDEN
REPUELIK lNDONESIA

I.E.41

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Ltngtup

Skala
Usaha

Ttngkat
RlsiLo

Pcrizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka trIaktu
Peaerbitea

KewaJiban PB IruKU Parametcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (61 17l (8) (et (101 (1U lt2l (13)

secara
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan

8. Melaksana-
kan
perawatan
sesuai
dengan
program
perawatan

9. Melakukan
pengelolaan
limbah
radioaktif
sesuai
dengan
program
pengelolaan
limbah
radioaktif

SK No 148128 C



PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

1.8.42

Itlo Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Lingkup

Slrala
Usaha

Tingkat
Rislko

Perizlnan
Bcnrsaha

Persyeratan Jangka Wahtu
Peaerbltan

Kewajiban PB I'MKII Paramctcr Kewenangan

(1) l2t t3) (4) (s) (6) 17l (Et (e) (10) (1U lr2l l13l
Fasilitas
Iradiator
Kategori I
Meng-
gunakan
Pembangkit
Radiasi
Pengion

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
teknis
fasilitas
radiasi

2. Dokumen
prograrn
proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Dokumen
sistem
manajemen

4. Dokumen
program
perawatan

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksana-
kan kegiatan
sesuai
dengan PB
yang
diterbitkan

2. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam sistem
manajemen

3. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi

4. Memberikan
akses kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148129 C



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.E.43

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

Strela
Ueaha

TingLat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyareten Jangka Wahtu
Penerbiten

Kcwajiban PB T'MKT' Parametcr Kewcnangan

(u t2t (3t (41 (sl (6) 17t (8) (e) (101 (1U lt2l l13l
5. Menindak-

lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai jangka
waktu yang
disepakati

6. Menyampai-
kan laporan
verihkasi
keselamatan
kepada
BAPETEN
secara
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan

7. Melaksana-
kan
perawatan
sesuai
dengan

SK No 148130 C



PRESIDEN
REPUBLIK lNDONESIA

r.8.44

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Useha

Tinglat
Risilo

Perizlnan
Berusahe

Persyaratan Jangka Waltu
Pencrbiten

Kewajiban PB I'MKT' Parametcr Kewenangen

(u t2l (3) (4) (st (61 17l (8) (e) (101 (1U lr2l l13l
program
perawatan

Produksi
Peralatan
yang Meng-
gunakan
Pembangkit
Radiasi
Pengion

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
teknis
fasilitas
radiasi

2. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Dokumen
sistem
manajemen

15 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksana-
kan kegiatan
dan
menghasil-
kan produk
sesuai
dengan PB
yang
diterbitkan

2. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam
sistem
manajemen

3. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan

Ekspor
Zat
Radioaktif
/ Impor
Zat
Radioaktif
Sertilikat
Tingkat
Kompo-
nen
Dalam
Negeri
Pertim-
bangan
teknis
pembe-
basan bea
masuk
dalam
rangka
penelitian
dan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No l48l3l C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.45

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LlngLup

Shla
Usaha

Tinglrat
Rislto

Perizinaa
Berusaha

Persyaratan Jangke Waktu
Pencrbiten

Kewqflben PB UMKTI Parameter Kewenengan

(r) t2t (3) (4t (st (6) 17t (8t (e) (10) ( 1r) lt2l (131

keselamatan
radiasi

4. Memberikan
akses
kepada
BAPE*TEN
untuk
melakukan
inspeksi

5. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai
jangka
waktu yang
disepakati

6. Menyampai-
kan laporan
verifikasi
keselamatan
kepada
BAPETEN
secara

pengem-
bangan

- Surat
Persetuju-
an
Penilaian
TKDN
Pengguna-
an Mesin
Produksi
Dalam
Negeri
Izin Edar
Alat
Kesehatan
Dalam
Negeri
lzin Edar
Alat
Kesehatan
Impor
Izin Edar
Perbekal-
an
Kesehatan

SK No 148132 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.8.46

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttnglrat
Rlsiho

Perlzinan
Benrseha

Persyeratan Jengla lf,aktu
Penerbitan

Kew4Jiban PB UMKTI Peremeter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (s) (61 17t (8) (e) (101 (1U lt2l lr3l
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan

Rumah
Tangga
(PKRT)
Dalam
Negeri
lzin Edar
Perbekal-
an
Kesehatan
Rumah
Tangga
Impor
Surat
kete-
rangan
pendu-
kung eks-
por impor
- sertifikat
bebas jual
untuk
produk
dalam
negeri

SK No 148133 C



PRESIDEN
REPUELTK INDONESIA

r.8.47

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueag
Ltngkup

SLala
Usaha

Tinglat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyareten Jangta Wattu
Pcncrbltan

Kewajlban PB IruKU Peremeter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (11) lt2l (13)

Surat
persetuju-
an
pelaksa-
naan uji
klinik
Surat
kete-
rangan
pendu-
kung eks-
por impor
- sertifikat
pemberita
-huan
eks-por
Sertilikat
Cara
Pembuat-
an yang
Baik
untuk
Alat
Kesehatan
(CPB

SK No l48l34C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.48

IlIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Strala
Usaha

Tingtat
Rislko

Perizinan
Berusahe

Persyaretan Jengta Wektu
Pcaerbltan

Kewajiban PB I'MKT' Peremeter Kewenangen

(u l2t (3) (41 (s) (6t 17l (8) te) (101 (1U lt2l (131

untuk
Alkes)

Produksi
Peralatan
Pendukung
Peralatan
yang Meng-
gunakan Zat
Radioaktif
atau
Pembangkit
Radiasi
Pengion

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
teknis
fasilitas
produksi

2. Dokumen
sistem
manajemen

3. Dalam hal
kegiatan
produksi
peralatan
pendukung
mengguna-
kan sumber
radiasi
pengion
untuk
pengujian,
Pelaku
Usaha
melampirkan
program

1O Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Melaksana-
kan kegiatan
dan
menghasil-
kan produk
sesuai
dengan PB
yang
diterbitkan
Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam
sistem
manajemen
Dalam hal
kegiatan
produksi
peralatan
pendukuns

,

3

Ekspor
Zat
Radioaktif
/ bnpor
Zat
Radioak-
tif
Ekspor
Pembang-
kit
Radiasi
Pengion/
Impor
Pembang-
kit
Radiasi
Pengion
Sertifikat
Cara
Pembuat-
an yang
Baik

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148135 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.8.49

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slrela
Usaha

Tingkat
RisiLo

Pcrlzlnaa
Beruseha

Persyaratan Jangka Wahtu
Pcnerbitan

Kewajiban PB I,MKTI Parameter Kewenangan

(rl t2t (3) (41 (st (61 t7t (8) (et (10) (1U lt2l (13)

proteksi dan
keselamatan
radiasi
dan/atau
Prograrn
keamanan
zat radioaktif

4. Dalam hal
kegiatan
produksi
peralatan
pendukung
mengguna-
kan zat
radioaktif
untuk
pengujian,
Pelaku
Usaha
melampirkan
program
pengelolaan
Iimbah
radioaktif

mengguna-
kan sumber
radiasi
pengion,
Pelaku
Usaha wajib
melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi
dan/atau
keamanan
zat
radioaktif

4. Memberikan
akses
kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

5. Menindak-
laniuti

untuk
Alat
Kesehat-
an (CPB
untuk
Alkes)

SK No 148136 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.50

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngtup

Skala
Usaha

Ttngkat
RlsiLo

Perizinan
Berusahe

Persyeratan Jangla trIaktu
Penerbitan

Kewqfiban PB UMKI' Parameter Kewenangan

(u t2l (3t (4) (s) (6t 17l (8t (et (10) ( 11) lt2l (131

5. Dalam hal
Pelaku
Usaha tidak
memiliki
sumber
radiasi
pengion
untuk
pengujian,
Pelaku
Usaha
melampirkan
surat
pe{anjian
kerjasama
penggunaan
sumber
radiasi
pengion milik
instansi lain

6. Dalam hal
kegiatan
produksi
peralatan
pendukuns

ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai
jangka
waktu yang
disepakati

6. Dalam hal
kegiatan
produksi
peralatan
pendukung
mengguna-
kan sumber
radiasi
pengion,
Pelaku
Usaha wajib
menyampai-
kan laporan
verifikasi
keselamatan
dan/atau
keamanan
kepada

SK No 148137 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.51

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyeratan Jangka trIaltu
Pcaerbitan

Kewajiban PB IIMKT' Peremeter Kewenangan

(1) t2t (3t l4) (sl (61 17l (E) (e) (101 (1U lt2l (13)

mengguna-
kan dengan
zat radioaktif
kategori I, II,
dan III,
Pelaku
Usaha
melampirkan
jaminan
finansial
untuk
pengelolaan
limbah
radioaktif

7

BAPETEN
secara
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan
Dalam hal
kegiatan
produksi
peralatan
pendukung
mengguna-
kan zat
radioaktif,
Pelaku
Usaha wajib
melakukan
tindakan
yang
diperlukan
untuk
mencegah
pemindahan
tidak sah,

SK No 148138 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.E.52

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagtup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusehe

Persyaratan Jangka trIektu
Penerbitan

Kewajiban PB UMKI' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) t4) (s) (61 17l t8) (e) (10) (ru lt2l (r3l
pencurian,
dan
sabotase zat
radioaktif

3 52106 Fasilitas
Penyimpan-
an Sumber
Radiasi
Pengion

Fasilitas
Penyimpanan
Sumber
Radioaktif

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
teknis
fasilitas
penyimpanan

2. Dokumen
prograrn
proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Dokumen
program
keamanan zat
radioaktif

4. Dokumen
bukti
kepemilikan
dan/atau
penguasaan
sumber

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

l. Melaksana-
kan kegiatan
sesuai
dengan PB
yang
diterbitkan

2. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam sistem
manajemen

3. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi, dan
ketentuan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148139 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.53

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tingtat
Rislko

Perizinaa
Berusaha

Pcrsyareten Jengla lllaktu
Pcnerbiten

Kewqilbaa PB IIMKT' Parameter Kewenangaa

(1) t2t (3) t4) (s) (6t 17t (81 (e) (101 (1U lt2l (131

radiasi
pengion

5. Dokumen
sistem
manajemen

6. Dokumen
program
perawatan

keamanan
zat radioaktif

4. Memberikan
akses kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

5. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai jangka
waktu yang
disepakati

6. Melakukan
tindakan
yang
diperlukan
untuk
mencegah
pemindahan
tidak sah,
pencurian.

SK No 148140 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.54

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglrat
Rislko

Perizinan
Berusehe

Pcrsyaratan Jengka Waktu
Penerbltan

Kewqflbaa PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(u t2t (31 (4) (s) (6) t7t (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

dan sabotase
zat radioaktif

7. Menyampai-
kan laporan
verilikasi
keselamatan
dan
keamanan
secara
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan

8. Melaksana-
kan
perawatan
sesuai
dengan
prograrn
perawatan

4 46643 Perdagangan
Besar Zat
Radioaktif

Impor
Zat

a - Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
teknis

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan

1. Melakukan
kegiatan
impor,

Penetapan
Pusat
Penyedia

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148141 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.55

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llnglrup

Skda
Usaha

Ttagkat
Rlslko

Pcrlziann
Berueaha

Persyaratan Jeagke Waktu
Penerbiten

KeweJiben PB UMI(U Paramcter Kcwenengan

(1) t2t (3) (4) (s) (6t 17t (8) (e) (10) ( 11) lt2l (131

dan
Pembangkit
Radiasi
Pengion

Radio-
aktif
Ekspor
Zat
Radio-
aktif
Peng-
alihan
Zat
Radio-
aktif
Impor
dan
Peng-
alihan
Zat
Radio-
aktif

a

a

a

fasilitas
radiasi

2. Dokumen
Program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Dokumen
program
kearr.anarr zat
radioaktif

4. Dokumen
bukti
kepemilikan
dan/atau
penguasaan
sumber
radiasi
pengion

5. Dokumen
sistem
manajemen

6. Jaminan
finansial
untuk

melakukan
pembayaran

ekspor,
pengalihan,
dan kegiatan
impor dan
pengalihan
zat radioaktif
sesuai
dengan PB
yang
diterbitkan

2. Untuk
kegiatan
Pengalihan
Zat
Radioaktif
dan kegiatan
Impor serta
Pengalihan
Zat
Radioaktif,
Pelaku
Usaha wajib
melakukan
kegiatan
pengalihan

Bahan
Baku
dan/atau
Bahan
Penolong

SK No l48l420



PRESTDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.56

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglup

Skala
Usaha

Ttngkat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Pcrsyeratan JangLa Waktu
Penerbiten

Kewqflben PB UMKU Paramctcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) t6) 17t (8) (et (101 (1U lr2l (13)

pelaksanaan
penanganan
Iimbah
radioaktif

7. Dokumen
program
pengelolaan
Iimbah
radioaktif

yang disertai
dengan
kegiatan
pemasangan
(instalasi)
atau
penempatan
di tempat
yang
memenuhi
persyaratan
keselamatan
dan
keamanan

3. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi, dan
ketentuan
keamanan
zat radioaktif

4. Melaksana-
kan

SK No 148143 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.57

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skafa
Usaha

Tinglat
RisiLo

Perizinan
Bcnrsaha

Persyaratan Jangka l[ahu
Penerbitan

Kewajiban PB UMKT' Parameter Kewenangln

(1) t2t (3t (41 (s) (6) t7t (8) (e) (10) (1U lt2l l13l
ketentuan
yang
tertuang
dalam sistem
manajemen

5. Memberikan
akses kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

6. Menindak-
Ianjuti
ketidak-
sesuaian
hasil
inspeksi
sesuai jangka
waktu yang
disepakati

7. Melakukan
tindakan
yang
diperlukan
untuk

SK No l48l440



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.58

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

TtngLat
RisiLo

Perizinan
Benrsaha

Persyeretan Jangka Waktu
Penerbitaa

Kewajiban PB I,MKU Parameter Kewenangaa

(1) t2l (3) (41 (5) (6t t7l (8) (e) (10) tlu lt2l (13)

mencegah
pemindahan
tidak sah,
pencurian,
dan sabotase
zat radioaktif

8. Menyampai-
kan laporan
verifikasi
keselamatan
dan/atau
keamanan
zat radioaktif
kepada
BAPETEN
secara
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan

9. Menyampai-
kan
rekapitulasi
realisasi

SK No 148145 C



PRESIDEN
REPUBLIK lNDONESIA

I.E.59

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

TtngLat
Risito

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangka trIeltu
Pcnerbltan

Kewajiban PB UMKI' Parametcr Kewenangan

(1) t2l (3) (4t tst (6) 17l (8) (et (10) (1U lr2l (13)

impor,
ekspor,
dan/atau
pengalihan;
zat radioaktif
kepada
BAPETEN
secara
berkala
setiap 6
(enam) bulan
terhitung
sejak PB
diterbitkan

l0.Melakukan
pengelolaan
Iimbah
radioaktif
sesuai
dengan
program
pengelolaan
limbah
radioaktif

SK No 148146 C



PRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

I.E.60

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

glrola
Ueeha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyaraten Jengke lflaktu
Pcnerbitan

KewaJiban PB UMKII Paramctcr Kewenlngan

(1) t2t (3) l4l (st (6t 17l (8) (et (101 (ru lt2l 113)

o Impor
Pembang-
kit
Radiasi
Pengion

o Ekspor
Pembang-
kit
Radiasi
Pengion

o Peng-
alihan
Pembang-
kit
Radiasi
Pengion

o Impor dan
Peng-
alihan
Pembang-
kit
Radiasi
Pengion

- Mikro
- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

2. Dokumen
bukti
kepemilikan
dan/atau
penguasaan
sumber
radiasi
pengion

3. Dokumen
sistem
manajemen

10 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan

pembayaran

1. Melakukan
kegiatan
impor,
ekspor,
pengalihan,
dan kegiatan
impor dan
pengalihan
pembangkit
radiasi
pengion
sesuai
dengan PB
yang
diterbitkan

2. Untuk
kegiatan
Pengalihan
Pembangkit
Radiasi
Pengion dan
kegiatan
Impor serta
Pengalihan
Pembangkit

- Penetapan
Pusat
Penyedia
Bahan
Baku
dan/atau
Bahan
Penolong

- Sertihkat
Cara
Distribusi
yang baik
(cDB)
untuk Alat
Kesehatan
(untuk
kegiatan
pengalih-
an
pembang-
kit radiasi
pengion
untuk
keperluan
medik)

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148147 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.61

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llnghup

Skala
Usaha

Tingtat
Rlsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jangka Waktu
Pcnerbltra

Kewqiiban PB T'MKT' Perameter Keweneagaa

(u t2t (3) (4t (sl (6) 17l (8t (e) (101 (1U lt2l (13)

Radiasi
Pengion,
Pelaku
Usaha wajib
melakukan
kegiatan
pengalihan
yang disertai
dengan
kegiatan
pemasangan
(instalasi)

3. Melaksana-
kan
ketentuan
proteksi dan
keselamatan
radiasi

4. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam sistem
manaiemen

SK No 148148 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.8.62

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risilo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jaaglra Waktu
Peacrbitan

Kcwqilbaa PB TIMKT' Peremeter Kewenangan

(1) t2t (31 (41 (st (61 17l (81 (e) 110) (1U lr2l (131

5. Memberikan
akses kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
inspeksi

6. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai jangka
waktu yang
disepakati

7. Menyampai-
kan laporan
verihkasi
keselamatan
kepada
BAPETEN
secara
berkala
setiap tahun
terhitung

SK No l48l490



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.63

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLala
Ueaha

Ttngkat
Risito

Perizinan
Beruseha

Persyaratan Jangla trIaktu
Pencrbltan

Kcwajiban PB UMKT' Paramcter Kcwenangen

(1) t2t t3) (4) (51 (6) 17l (8) (et (10) (1U lt2l (13)

sejak PB
diterbitkan

8. Menyampai-
kan
rekapitulasi
realisasi
impor,
ekspor,
dan/atau
pengalihan
kepada
BAPE"TEN
secara
berkala
setiap 6
(enam) bulan
terhitung
sejak PB
diterbitkan

Pengalihan,
ekspor,
dan/atau
impor:

Besar Tinggi NIB dan Izin 1 Surat
penunjukan
dari atau
surat bukti
kerja sama

14 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Pemegang PB
melakukan
perdagangan
bahan nuklir
dengan

Penetapan
Pusat
Penyedia
Bahan
Baku

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148150 C



PRESIDEN
REFIJBLIK INDONESIA

1.8.64

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Ltngkup

SLafa
Usaha

Tingkat
RisiLo

Perizinan
Berussha

Persyaretan Jangla Wahtu
Peaerbitan

Kewajiben PB IIMKT' Perameter Kewenangaa

(U t2l (3t t4t (sl (61 17t (8) (e) (101 (1 1l lt2l (13)

o bahan
nuklir

o bahan
bakar
nuklir

o bahan
bakar
nuklir
bekas
dan/atau

o hasil olah
ulang
bahan
bakar
nuklir
bekas

dengan
penghasil
bahan nuklir

2. Dokumen
bukti
kepemilikan
fasilitas
penyimpanan

3. Dokumen
spesil-rkasi
teknis bahan
nuklir

4. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

5. Dokumen
prosedur
yang terkait
dengan
penanganan
dan
pengangkut-
an bahan

memenuhi
persyaratan
keselamatan,
keamanan,
dan garda-
aman

dan/atau
Bahan
Penolong

SK No l48l5l C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.65

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Lingkup

Skala
Usaha

TingLat
Rlsito

Perizinan
Benrsehe

Persyeretan JaagLa Slalrtu
Penerbitaa

KcwaJiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (5) (6) 17l (8t (e) (10) ( 11) lt2l (13)

nuklir
6. Dokumen

sistem garda-
amarl

7. Dokumen
rencana
proteksi frsik

8. Sertifrkat
kalibrasi alat
ukur proteksi
radiasi

5 72tO7 Penelitian
dan Pengem-
bangan
Ketenaga-
nukliran

Penelitian
dan
Pengembang-
an Ketenaga-
nukliran
untuk
Pemanfaatan
Sumber
Radiasi
Pengion

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
hasil
justifikasi
penggunaan
sumber
radiasi
pengion
dalam
penelitian dan
pengembang-
an

2. Dokumen
program

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan

pembayaran

1. Melaksana-
kan kegiatan
penelitian
dan
pengembang-
an sesuai
dengan PB
yang
diterbitkan

2. Melaksana-
kan program
proteksi dan
keselamatan

Ekspor
Zat
Radioaktif
/Impor
Zat
Radioaktif
Ekspor
Pembang
kit
Radiasi
Pengion/
Impor
Pembang

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148152 C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.66

Ruang
Lingkup

No Kode
KBLI

Judul KBLI Skda
Usehe

Tiagkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jeagka Wektu
Pcaerbitan

KewaJiban PB IIMKU Paremctcr Kewcnangan

(U t2t (31 (4) (s) (61 17l (8t (e) 110) (11) lt2l (13)

proteksi dan
keselamatan
radiasi
dan/atau
program
kearl:anan zat
radioaktif

3. Dokumen
sistem
manajemen

4. Dokumen
rencana
teknis
fasilitas
radiasi

5. Dalam hal
melakukan
kegiatan
penelitian
dan
pengembang-
an dengan
mengguna-
kan zat
radioaktif,

radiasi
dan/atau
program
keamanan
zat radioaktif

3. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam sistem
manajemen

4. Memberikan
akses kepada
BAPE'TEN
untuk
melakukan
inspeksi

5. Menindak-
lanjuti
ketidaksesu-
aian hasil
inspeksi
sesuai jangka

kit
Radiasi
Pengion

SK No 148153 C



FRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

r.8.67

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttnglat
RislLo

Perizinea
Benrsaha

Persyareten Jangla trIaltu
Penerblten

KewqJlban PB IIMKT' Perameter Keweaangan

(1) l2t (3) (41 (sl (6t t7t (8) (e) (101 lr 1) lt2l (131

Pelaku Usaha
melampirkan
dokumen
pengelolaan
limbah
radioaktif

6. Dalam hal
melakukan
kegiatan
penelitian
dan
pengembang-
an dengan
fasilitas
perizrnan
bertahap,
Pelaku Usaha
melampirkan
jaminan
finansial
untuk
pelaksanaan
dekomision-
ing dan/atau
penanganan

waktu yang
disepakati

6. Dalam hal
kegiatan
penelitian
dan
pengembang-
an
mengguna-
kan zat
radioaktif
kategori I, II,
III, dan IV,
Pelaku
Usaha
melakukan
tindakan
yang
diperlukan
untuk
mencegah
pemindahan
tidak sah,
pencurian,

SK No 148154 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.68

IIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linghup

SLala
Usaha

Ttngkat
Rlsiko

Perizinan
Bcnrsahe

Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitrn

Kewajiban PB I'MKI' Parameter Kewenangan

(u l2t (3) (4) (5) (6) 17l (8) (et (10) (1r) lt2l (r3l
limbah
radioaktif

7. Dalam hal
melakukan
kegiatan
penelitian
dan
pengembang-
an dengan zat
radioaktif
kategori I, II,
dan III,
Pelaku Usaha
melampirkan
jaminan
finansial
untuk
pengelolaan
limbah
radioaktif

dan sabotase
zat radioaktif

7. Menyampai-
kan laporan
verifrkasi
keselamatan
dan/atau
keamanan
zat radioaktif
kepada
BAPETEN
secara
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan

8. Dalam hal
kegiatan
penelitian
dan
pengembang-
an
mengguna-
kan zat

SK No 148155 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.69

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LingLup

Skqta
Useha

Ttngkat
Rlsiko

Perlziaaa
Berusaha

Persyeratan JeagLa Waltu
Penerbitan

Kewqiiban PB UMKTI Paramcter Kcwenangan

(1) l2l (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1U (121 (131

radioaktif,
Pelaku
Usaha
melakukan
pengelolaan
limbah
radioaktif
sesuai
dengan
dokumen
pengelolaan
limbah
radioaktif

Kegiatan
Penelitian
dan
Pengembang-
an yang
Mengguna-
kan Bahan
Nuklir atau
Bahan dan
Peralatan
Nonnuklir

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
spesihkasi
teknis bahan
nuklir

2. Dokumen
prosedur yang
terkait
dengan
pemanfaatan
bahan nuklir

3. Sertifrkat

45 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Melakukan
pemanfaatan
bahan nuklir
dengan
memenuhi
persyaratan
keselamatan,
keamanan, dan
garda-aman

Ekspor
Bahan
Nuklir
untuk
Menunjang
Kegiatan
Instalasi
Nuklir/
Impor
Bahan
Nuklir

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148156 C



FH.ESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

I.E.70

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

Skala
Usaha

Tingtat
Risiko

Perizinan
Berusahe

Pcrsyaretan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewqflban PB I'MKTI Parametcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) l5l (6) 17l (81 (e) (10) (1U lr2l (13)

yang Terkait
Daur Bahan
Bakar Nuklir

kalibrasi alat
ukur proteksi
radiasi

4. Pernyataan
perencanaan
penanganan
bahan bakar
nuklir bekas
dan limbah
radioaktif

5. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

6. Dokumen
rencana
proteksi frsik

7. Dokumen
sistem garda-
aman

untuk
Menunjang
Kegiatan
Instalasi
Nuklir/
Pengalihan
Bahan
Nuklir
untuk
Menunjang
Kegiatan
Instalasi
Nuklir

6 43294 Instalasi
Nuklir

Konstruksi
Reaktor Daya
Besar

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Program
konstruksi

2. Persetu.iuan

24 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan

Melakukan
kegiatan
konstruksi

Ekspor
Bahan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148157 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.7l

Itto Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tinglat
Risllro

Pcrlzlnan
Berueahe

Persyaretan Jengka Walrtu
Penerbitan

Kewajlban PB I'IiIKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (81 (e) (10) (11) lt2l (13)

D > 1000
MWt
(D > 300
MWe)

desain
3. Desain rinci

reaktor
nuklir

4. Laporan
analisis
keselamatan

5. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

6. Program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

7. Program
manajemen
penuaan

8. Program
perawatan

9. Program
dekomision-
ing

lO. Dokumen
rencana

melakukan
pembayaran

sampai pe-
ngujian
struktur,
sistem, dan
komponen
baik tanpa
bahan bakar
nuklir
maupun
dengan
bahan bakar
nuklir sesuai
persyaratan
keselamat-
an,
keamanan,
dan garda-
aman serta
dokumen
izir.

2. Dalam hal
akan
melakukan
perubahan
desain,

Nuklir
untuk
Menunjang
Kegiatan
Instalasi
Nuklir/
Impor
Bahan
Nuklir
untuk
Menunjang
Kegiatan
Instalasi
Nuklir/
Pengalihan
Bahan
Nuklir
untuk
Menunjang
Kegiatan
Instalasi
Nuklir

SK No 148158 C



FR,ESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.8.72

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Slrele
Usahe

Ttagkat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangta Waktu
Penerblten

Kewqiiban PB UMKT' Parameter Kewenangan

l1) t2t (31 (4) (5) (6t 17l (8) (e) (101 (1U (12) l13l
proteksi fisik

I 1. Dokumen
sistem garda-
ama.n

12. Dokumen
sistem
manajemen

13. Program
kesiapsiaga-
an nuklir

14. Daftar
informasi
desain

15. Jaminan
finansial
pelaksanaan
konstruksi

pemegang
PB wajib
mengajukan
permohonan
persetujuan
perubahan
desain

3. Sebelum
melakukan
komisioning,
pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
komisioning
sesuai
standar
kegiatan
komisioning
reaktor daya
besar, izin
pemanfaatan
bahan
nuklir, dan
surat bin

SK No 148159 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.E.73

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LingLup

Skala
Usaha

Tinglat
Rlsilro

Perlziaan
Berusaha

Persyaratan Jangka Wahtu
Penerbitaa

Kewqiiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (4t (st (6t t7l (8t (et (10) ( 1r) l12l (13)

beke{a
untuk
petugas
instalasi
nuklir dan
bahan nuklir

4. Menyampai-
kan laporan
pelaksanaan
program
konstruksi
secara
berkala

5. Menyampai-
kan laporan
pelaksanaan
persyaratan
dan
kewajiban
terkait
Persetujuan
Lingkungan
secara
berkala

6. Melakukan

SK No 148160 C



PR.ESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.8.74

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Ttngkat
Rielho

Perizlnau
Bcnrsahe

Persyeratan JangLa Wektu
Pcnerbiten

Kewajiban PB I'MKII Perameter Kewenangan

(rt l2t (3t (4) (5) (61 17l t8) (e) (10) (1U 112) (131

pemantauan
tapak
reaktor
nuklir

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
hnansial
dekomision-
ing secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
hnansial
pertanggung
-jawaban
kerugian

SK No 148161 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.75

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

SLrIa
Usaha

TingLat
Risiho

Perlzinan
Bcnreeha

Persyaratan Jaagla Waltu
Pencrblten

KewaJiban PB UMKTI Parametcr Kewcnangan

(1) t2l (3) (4t (sl (6t 17l (8) le) 110) (11) lt2l l13l
nuklir secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Dalam ha-l
PB
Konstruksi
Reaktor
Daya Besar
telah
berakhir,
pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
reaktor
nuklir,
bahan
nuklir,

SK No 148162 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.E.76

Ito Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perlzinan
Bcrusaha

Persyaratan Jangka trIektu
Penerbitan

Kewqiiban PB I'MKTI Perameter Kewcnangan

(1) t2l (3t (4t tst t6) 17l tE) (e) (10) (1 1) lt2l (13)

limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ins

Konstruksi
Reaktor Daya
Kecil
30MWt<Ds
1000 Mwt

(10 MWe < D
s 300 MWe)

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Program
konstruksi

2. Persetujuan
desain

3. Desain rinci
reaktor
nuklir

4. Laporan
analisis
keselamatan

5. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

6. Program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

24 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melakukan
kegiatan
konstruksi
sampai
pengujian
struktur,
sistem, dan
komponen
baik tanpa
bahan bakar
nuklir
maupun
dengan
bahan bakar
nuklir sesuai
persyaratan
keselamat-
OD,

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148163 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

T.8,77

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Pcrizinan
Berusaha

Pcrsyarataa Jengka Waktu
Penerblten

KewaJlban PB IIMKI' Paremeter Kewenengan

(u t2t (3t (41 (5) (6) 17l (8) (et (rol (1U lt2l (13)

7. Program
manajemen
penuaan

8. Dokumen
rencana
proteksi fisik

9. Dokumen
sistem garda-
aman

10. Dokumen
sistem
manajemen

11. Program
kesiapsiaga-
an nuklir

12. Daftar
informasi
desain

13. Jaminan
finansial
pelaksanaan
konstruksi

keamanan,
dan garda-
aman serta
dokumen
izin

2- Dalam hal
akan
melakukan
perubahan
desain,
pemegang
PB wajib
mengajukan
permohonan
persetujuan
perubahan
desain

3. Sebelum
melakukan
komisioning,
Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
komisionins

SK No 148164 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.E.78

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Slrala
Usaha

Tingtat
Rislko

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Jengka Walrtu
Penerbltan

KewqJiban PB UIIIKII Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (4t (s) (6t t7t (8) (e) (10) (11) lr2l (r3l
sesuai
standar
kegiatan
komisioning
reaktor daya
kecil, izin
pemanfaatan
bahan
nuklir, dan
surat izin
bekeq'a
untuk
petugas
instalasi
nuklir dan
bahan nuklir

5. Menyampai-
kan Iaporan
pelaksanaan
program
konstruksi
secara
berkala

6. Menyampai-
kan laporan

SK No 148165 C



PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

t.8.79

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngkat
Risiko

Perizinan
Berusehe

Pcrsyaratan Jangka Waltu
Penerbitan

Kewajiban PB UMKT' Paramcter Kcwcnangan

(1) t2t (3t t4l (s) (6) t7t (8) (e) (10) (1U lr2l (131

pelaksanaan
persyaratan
dan
kewajiban
terkait
Persetujuan
Lingkungan
secara
berkala

7. Melakukan
pemantauan
tapak

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
dekomision-
ing secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-

SK No 148166 C



FRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.80

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyarataa Jangta Waktu
Peucrbiten

Kewejiban PB IIMKII Parameter Kewcnangan

(U t2t (3) (41 lsl (6t 17t (8t (e) (ro) (1U lt2l (13)

lng
9. Menyerah-

kan bukti
jaminan
hnansial
pertanggung
-jawaban
kerugian
nuklir secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

10. Dalam hal
PB
Konstruksi
Reaktor
Daya Kecil
telah
berakhir,
pemegang

SK No 148167 C



PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

I.E.81

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Ugaha

Ttngkat
Rislko

Pcrizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka trIaktu
Pencrbitan

Kewqflban PB UMKI' Parameter Kewenangen

(U l2t (31 (4) (s) (6t 17t (8) (e) (10) (11) (12) (131

PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
reaktor
nuklir,
bahan
nuklir,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ing

Konstruksi
Reaktor Daya
Mikro
Ds30MWt
(D s l0 MWe)

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Program
konstruksi

2. Persetujuan
desain

3. Desain rinci
reaktor
nuklir

4. Laporan
analisis
keselamatan

6 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melakukan
kegiatan
konstruksi
sampai
pengujian
struktur,
sistem, dan
komponen
baik tanpa
bahan bakar

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148168 C



PRES!DEN
REPUELIK INDONESIA

r.8.82

No Kode
I(BLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Shala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangke Waktu
Penerbitan

KewaJiban PB TIMKII Perameter Kewenengan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17t (8) (el (101 (1U lt2l (13)

5. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

6. Program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

7. Program
manajemen
penuaan

8. Dokumen
rencana
proteksi fisik

9. Dokumen
sistem garda-
amaIl

10. Dokumen
sistem
manajemen

I l. Program
kesiapsiaga-
an nuklir

12. Daftar
informasi

2

nuklir
maupun
dengan
bahan bakar
nuklir sesuai
persyaratan
keselamat-
an,
keamanan,
dan garda-
aman serta
dokumen
izin
Dalam ha-l
akan
melakukan
perubahan
desain,
pemegang
PB wajib
mengajukan
permohonan
persetujuan
perubahan
desain

SK No 148169 C



FRESIDEN
REFIJBLIK INDONESIA

r.E.83

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglrup

SLela
Usaha

Ttngtat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka trIaktu
Peaerbitan

KcwaJlban PB IIMKT' Parameter Kewenangaa

(U tzt (3) l4l (s) (6) 171 (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

desain
13. Program

dekomision-
ing

14. Jaminan
finansial
pelaksanaan
konstruksi

3. Sebelum
melakukan
komisioning
pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
komisioning
sesuai
standar
kegiatan
komisioning
reaktor daya
mikro, izin
pemanfaatan
bahan
nuklir, dan
surat izin
bekeda
untuk
petugas
instalasi
nuklir dan
bahan nuklir

5. Menyampai-

SK No 148170 C



PRESTDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.84

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinaa
Bcnrsaha

Persyareten Jengta Waktu
Penerbitan

KewaJlban PB I,MKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6t t7t (8) (et (10) ( 1r) lt2l (13)

kan laporan
pelaksanaan
prograrn
konstruksi
secara
berkala

6. Menyampai-
kan laporan
pelaksanaan
persyaratan
dan
kewajiban
terkait
Persetujuan
Lingkungan
secara
berkala

7. Melakukan
pemantauan
tapak

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
dekomision-

SK No l48l7l C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESI,A

I.E.85

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liaglup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnen
Berusaha

Persyaraten Jengla trIaLtu
Penerbitan

KewaJiban PB UMKII Perameter Kewenangan

(U t2l (3t (4) (s) (61 17l (8) (et (10) (1U lt2l (131

lng secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
pertang-
gungiawab-
an kerugian
nuklir secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

SK No 148172 C



FRESIDEN
REPUBLTK INOONESIA

I.E.86

No Kode
I(BLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

Slnla
Useha

Tingkat
Risilro

Perlzinan
Benrsaha

Persyaraten Jangka Wektu
Penerblten

Kewejiban PB TIMKT' Parameter Kewcnaagan

lr) l2t (31 (4t (s) (6) t7t l8) (e) (101 (1U lt2l (13)

10. Dalam hal
PB
Konstruksi
Reaktor
Daya Mikro
telah
berakhir,
pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
reaktor
nuklir,
bahan
nuklir,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ing

Konstruksi
Reaktor

Besar Tinggi NIB dan lzin Program
konstruksi

1 12 bulan setelah
memenuhi

1 Melakukan
keeiatan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148173 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.E.87

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueag
Ltngkup

Skala
Useha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka trIaktu
Penerbltan

Kewqfiban PB IruKII Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (41 (s) (61 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (131

Nondaya
Besar
D>30MWt

2. Persetujuan
desain

3. Desain rinci
reaktor
nuklir

4. Laporan
analisis
keselamatan

5. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

6. Program
manajemen
penuaan

7. Dokumen
rencana
proteksi hsik

8. Dokumen
sistem garda-
aman

9. Dokumen
sistem
manajemen

10. Program

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

konstruksi
sampai
pengujian
struktur,
sistem, dan
komponen
baik tanpa
bahan bakar
nuklir
maupun
dengan
bahan bakar
nuklir sesuai
persyaratan
keselamat-
oh,
keamanan,
dan garda-
aman serta
dokumen
izin

2. Dalam hal
akan
melakukan
perubahan

SK No l48l74C



PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

I.E.88

I{o Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Persyeratan Jengka Wettu
Penerbitrn

KewaJiban PB T,MKU Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (4) (st (6) 17l t8t (e) (10) (1rl lr2l (13)

kesiapsiaga-
an nuklir

11. Daftar
informasi
desain

desain,
Pemegang
PB wajib
mengajukan
permohonan
persetujuan
perubahan
desain

3. Sebelum
melakukan
komisioning
pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
komisioning
sesuai
standar
kegiatan
komisioning
reaktor
nondaya
besar, izin
pemanfaatan
bahan

SK No 148175 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.E.89

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

Skrla
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzlnan
Berusaha

Persyaratan Jangka Waltu
Penerbitan

Kewqiiban PB I'MKU Parameter Kewenangan

(1) t2l (31 (4t (st (6) 17l l8) (et (101 (1U (12) 113)

nuklir, dan
surat izin
beke4'a
untuk
petugas
instalasi
nuklir dan
bahan nuklir

4. Menyampai-
kan laporan
pelaksanaan
program
konstruksi
secara
berkala

5. Menyampai-
kan laporan
pelaksanaan
persyaratan
dan
kewajiban
terkait
Persetujuan
Lingkungan
secara

SK No 148176 C



PRESIDEN
REFUBLIK !NDONESIA

I.E.90

Ilo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Strala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Bcnrsahe

Persyeratan Jangla Waktu
Penerbltaa

Kcwqilban PB I'MKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (s) t6) t7t (8) (et (10) (1U lt2l (13)

berkala
6. Melakukan

pemantauan
tapak

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
frnansial
dekomision-
ing secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
pertang-
gungjawab-
an kerugian

SK No 148177 C



FRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.E.91

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tinglat
Risiko

Perizinan
Berueaha

Persyaratan Jangta Waktu
Pcacrbitan

Kewqilban PB UMKT' Parameter Kewenangan

(U l2l (3) (4) (s) (6) t7t (8) (e) (101 (11) lt2l (131

nuklir secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Dalam hal
PB
Konstruksi
Reaktor
Nondaya
Besar telah
berakhir,
pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
reaktor
nuklir,
bahan
nuklir,

SK No 148178 C



PF,ESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.8.92

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Sl€la
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlziana
Bcnrsahe

Persyaretan Jangke Wahtu
Pencrbitan

KcwaJlban PB IIMKTI Parameter Kewenangen

(U t2t (3) (4t (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (13)

limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ins

Konstruksi
Reaktor
Nondaya
Kecil
D<30MWt

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Program
konstruksi

2. Persetujuan
desain

3. Desain rinci
reaktor
nuklir

4. Laporan
analisis
keselamatan

5. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

6. Dokumen
rencana
proteksi fisik

7. Dokumen

12 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melakukan
kegiatan
konstruksi
sampai
pengujian
struktur,
sistem, dan
komponen
baik tanpa
bahan bakar
nuklir
maupun
dengan
bahan bakar
nuklir sesuai
persyaratan
keselamat-
an,

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148179 C



PRESIDEN
REFIJELIK INDONESIA

I.E.93

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinaa
Benrsehe

Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewejiben PB UMKTI Perameter Kcwenangan

(1) t2l (3t (4t (sl t6) 17t tEt (e) (10) (1U lt2l (13)

8.

9.

10.

sistem garda-
aman
Dokumen
sistem
manajemen
Program
kesiapsiaga-
an nuklir
Daftar
informasi
desain

keamanan,
dan garda-
aman serta
dokumen
izin

2. Dalam hal
akan
melakukan
perubahan
desain,
pemegang
PB wajib
mengajukan
permohonan
persetujuan
perubahan
desain

3. Sebelum
melakukan
komisioning
pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
komisionins

SK No 148180 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

T.8,94

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Ltnglrup

Slrata
Usaha

Tinglat
Risiko

Perizlnea
Bcnrsaha

Persyaretan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiben PB UMKI' Parameter Kewenangan

(U t2t (31 (4) tst (6t 17l (8) (e) (101 (1U lt2l (131

sesuar
standar
kegiatan
komisioning
reaktor
nuklir, izin
pemanfaatan
bahan
nuklir, dan
surat izin
beke{a
untuk
petugas
instalasi
nuklir dan
bahan nuklir

4. Menyampai-
kan laporan
pelaksanaan
program
konstruksi

5. Menyampai-
kan laporan
pelaksanaan
persvaratan

SK No l48l8l C



PRESIDEN
REFUBLTK lNDONESIA

r.E.95

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Bcrusaha

Persyaratan Jangka Waktu
Penerbltan

KewaJlban PB I'II[KT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (101 ( 11) lt2l l13l
dan
kewajiban
terkait
Persetujuan
Lingkungan
secara
berkala

6. Melakukan
pemantauan
tapak
reaktor
nuklir

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
hnansial
dekomision-
ing secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga

SK No 148182 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.96

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka Waktu
Pcnerbitan

Kewajiban PB IruKT' Parameter Kewenangan

(U t2t t3) t4t (s) (6) 17l t8t (e) (10) (11) lt2l 113)

dekomision-
ing

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
pertanggung
-jawaban
kerugian
nuklir secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Dalam hal
PB
Konstruksi
Reaktor
Nondaya
Kecil telah
berakhir,

SK No 148183 C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

1.8,97

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizlnan
Benrsrhe

Persyaraten Jangke Walrtu
Pcnerbltan

Kewajiban PB UMKI' Parameter Kewenangen

(U t2t (3t (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (11) lt2l (13)

pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
reaktor
nuklir,
bahan
nuklir,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ing

Operasi
Reaktor Daya
Besar
D > 1000
MWt
(D > 300
MWe)

Besar Tinggi NIB dan Izin 1 Laporan
ana-lisis
keselamatan
Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi
Program
proteksi dan

c

3

24 bulan setelah
memenuhi

pesyaratan dan
melakukan
pembayaran

I Melakukan
kegiatan
operasi
sesuai
batasan dan
kondisi
operasi serta
persyaratan
keselamat-

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148184 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.98

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngtup

SLah
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Bcnrsaha

Persyareten Jangla Walrtu
Penerbitan

Kewajiban PB UMKI' Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (s) (6) t7t (8) (et (101 (1U lr2l (r3l
keselamatan
radiasi

4. Program
operasi dan
perawatan

5. Program
manajemen
penuaan

6. Laporan hasil
komisioning

7. Dokumen
rencana
proteksi hsik

8. Dokumen
sistem garda-
aman

9. Dokumen
sistem
manajemen

10. Program
dekomision-
ing

11. Program
kesiapsiaga-
an nuklir

an,
keamanan,
dan garda-
aman

2. Menerapkan
manajemen
penuaan dan
perawatan
struktur,
sistem, dan
komponen
selama
pengoperasi-
an

3. Menyampai-
kan laporan:
a. operasi

secara
berkala

b. penilaian
kesela-
matan
berkala

c. pertang-
gung-

SK No 148185 C



FRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

I.E.99

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLda
Usaha

Ttngkat
Risiko

Perlzinan
Bcnrsaha

Persyaretan Jangka Waktu
Peuerbitan

KeweJibaa PB UMKI' Parameter Kcwcnangan

(U t2t (3t l4l (s) (61 17l (8t (e) (101 (1U lt2l 113)

jawaban
dan
pengen-
dalian
bahan
nuklir

4. Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
modifikasi
dari
BAPgTEN
dalam hal
akan
melakukan
modihkasi

5. Melakukan
pemantauan
tapak

6. Membuat
program
dekomision-
ing dalam
rangka

SK No 148186 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.8.100

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlsiko

Perizinan
Benreaha

Pcrsyaratan Jangka l[ektu
Pcnerbiten

Kewqiiban PB IIMKT' Parameter Kewenangaa

tu t2t (3) (4) (5t (6) 17t (8) (et (101 ( 11) (12) 113)

pengaJuan
persetujuan
dekomision-
ing

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
hnansial
dekomision-
ing secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
pertanggung
-jawaban
kerugian

SK No 148187 C



PRESIDEN
R.EPUBLIK INDONESIA

I.E.101

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LlngLup

Strala
Usaha

TingLat
Risiko

Perizinan
Bcnrsaha

Persyaratan Jangka Wektu
Penerbitan

Kewqflban PB UMKTI Parametcr Kcwenangan

(u t2l (3t (4t (st (6) 17l (Et (e) (10) (1U lr2l (13)

nuklir secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Dalam hal
PB Operasi
Reaktor
Daya Besar
telah
berakhir,
pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
reaktor
nuklir,
bahan
nuklir,
limbah

SK No 148188 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.102

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skrla
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan JangLa Waktu
Penerbitan

KewaJlban PB UMKTI Paramctcr Kewcnangan

(1) t2t (3) (4) (s) (6t 17l (8) (et (ro) (11) lt2l (131

radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ins

Operasi
Reaktor Daya
Kecil
30MWt<Ds
1000 Mwt

(10 MWe < D
s 300 MWe)

Besar Tinggi NIB dan Izin i. Laporan
analisis
keselamatan

2. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

3. Program
operasi dan
perawatan

4. Program
manajemen
penuaan

5. Laporan hasil
komisioning

6. Dokumen
rencana
proteksi fisik

7. Dokumen

12 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melakukan
kegiatan
operasi
sesuai
batasan dan
kondisi
operasi serta
persyaratan
keselamat-
an,
keamanan,
dan garda-
aman

2. Menerapkan
manajemen
penuaan dan
perawatan
struktur,
sistem, dan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148189 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.E.103

IlIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
RlslLo

Perlzlnan
Bcnrsahe

Persyaraten Jangla trIaktu
Pcncrbltea

Kewajiban PB IIMKII Parameter Kewenangen

(1) t2t (3) {4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) ( 11) lr2l l13l
sistem garda-
amarl

8. Dokumen
sistem
manajemen

komponen
selama
pengoperasi-
an

3. Menyampai-
kan laporan:
a. operasi

secara
berkala

b. penilaian
kesela-
matan
berkala

c. pertang-
gung-
jawaban
dan
pengen-
dalian
bahan
nuklir

4. Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetuiuan

SK No 148190 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.104

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLda
Usahr

TingLat
Risiko

Perizinan
Bcrusahe

Persyaratan Jangka Walrtu
Penerbitan

KeweJibaa PB TIMKT' Parameter Kcwcnangan

l1) l2l (3) (41 (sl (61 17l (8t (et (10) (1 1) ll2l (13)

modifikasi
dari
BAPETEN
dalam hal
akan
melakukan
modifikasi

5. Melakukan
pemantauan
tapak

6. Membuat
program
dekomision-
ing dalam
rangka
pengajuan
persetujuan
dekomision-
ing

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
hnansial
dekomision-
ing secara

SK No 148191 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.105

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liagtup

Skala
Usahe

TingLat
Rlslko

Periziaan
Bcrusaha

Persyaratan Jangka lflaktu
Penerbitan

Kewajiban PB I,It,lKT' Perameter Kewenangan

(rt l2t (3t (41 (s) (6t 17l t8t (e) (10) (1 1l lt2l {13}
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
pertanggung
-jawaban
kerugian
nuklir secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Dalam hal

SK No l48l920



FRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.E.106

No Kode
I'ALI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinaa
Berusrha

Persyaratan Jangke Waktu
Pcnerblten

Kewqiiban PB I'MKII Parameter Kcwenangan

(U tzi (3t (4) (st (6) t7l (8) (e) (rol (11) lt2l (r3l
PB Operasi
Reaktor
Daya Kecil
telah
berakhir,
pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
reaktor
nuklir,
bahan
nuklir,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ine

Operasi
Reaktor Daya
Mikro

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Laporan
analisis
keselamatan

2. Dokumen

6 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan

Melakukan
kegiatan
operasi
sesuai

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148193 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.107

No Kode
KBLI

Judul I(BLI Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Tinglat
Risiho

Perizlnaa
Berusaha

Persyaratan Jangka l[alrtu
Penerbitan

KewaJiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (st (61 17l (8t (et (10) lru lt2l (r3l
D<30MWt
(D <10 MWe)

batasan dan
kondisi
operasi

3. Program
operasi dan
perawatan

4. Laporan hasil
komisioning

5. Dokumen
rencana
proteksi fisik

6. Dokumen
sistem garda-
aman

7. Dokumen
sistem
manajemen

8. Sertihkat
hasil uji
produk

melakukan
pembayaran

batasan dan
kondisi
operasi serta
persyaratan
keselamat-
Af,,
keamanan,
dan garda-
aman

2. Menerapkan
manajemen
penuaan dan
perawatan
struktur,
sistem, dan
komponen
selama
pengoperasi-
an

3. Menyampai-
kan laporan:
a. operasi

secara
berkala

b. penilaian

SK No l48l940



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.E.108

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Ltagkup

SLala
Usaha

Tiagkat
Risilro

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangla Wahtu
Penerbitan

KewaJlban PB UMKII Parameter Kewenangan

(u t2l (3) t4t (s) (6t 17l (81 (e) (10) (rrl lt2l (131

kesela-
matan
berkala

c. pertang-
gung-
jawaban
dan
pengen-
dalian
bahan
nuklir

4. Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
modifikasi
dari
BAPETEN
dalam hal
akan
melakukan
modifikasi

5. Melakukan
pemantauan
tapak

SK No 148195 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.109

Ito Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLela
Usaha

Tingtrat
Risilo

Perizinrn
Bcnrsehe

Persyeratan Jangka trIaktu
Penerbltan

Kewqflban PB IruKTI Parameter Kewenangan

(rt l2t (3t (41 (s) (6t t7t (E) (el (10) (11) lt2l (13!

6. Membuat
program
dekomision-
ing dalam
rangka
pengajuan
persetujuan
dekomision-
ing

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
I-rnansial
dekomision-
ing secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

8. Menyerah-
kan bukti

SK No 148196 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.E.110

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
LingLup

Skala
Useha

Tingkat
Risilro

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangta Wahtu
Penerbitsn

KewaJiban PB IIMKT' Peremeter Kcwcnengan

(U t2t (31 (41 (51 (6) 17l (8) (e) (101 (1U lt2l l13l
jaminan
hnansial
pertanggung
-jawaban
kerugian
nuklir secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Dalam hal
PB Operasi
Reaktor
Daya Mikro
telah
berakhir,
pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan

SK No 148197 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.111

IiIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tinglat
Risito

Perizinen
Berusaha

Persyaretan Jaagla Waltu
Pcnerbitan

Kewqiiban PB IIMKT' Paramctcr Kcwcnangan

(1) l2l (31 (4) (sl (6t 17t (E) (e) (10) (ru lt2l (131

reaktor
nuklir,
bahan
nuklir,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ine

Operasi
Reaktor
Nondaya
Besar
D>30MWt

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Laporan
analisis
keselamatan

2. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

3. Program
operasi dan
perawatan

4. Program
manajemen
penuaan

5. Laporan hasil

12 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melakukan
kegiatan
operasi
sesuai
batasan dan
kondisi
operasi serta
persyaratan
keselamat-
oo,
keamanan,
dan garda-
aman

2. Menerapkan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148198 C



PRESIDEN
REPUELTK INDONESIA

r.E.tt2

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slrala
Useha

TtngLat
RisiLo

Perizinen
Berusaha

Persyaratan Jangla Walrtu
Penerbitaa

KewaJiban PB IIMKII Peremeter Kewenangan

(U l2t (3t (4) (st (6) 17l (Et le) (10) (1U lt2l (131

komisioning
6. Dokumen

rencana
proteksi fisik

7. Dokumen
sistem garda-
aman

8. Dokumen
sistem
manajemen

manajemen
penuaan dan
perawatan
struktur,
sistem, dan
komponen
selama
pengoperasi-
an

3. Menyampai-
kan laporan:
a. operasi

secara
berkala

b. penilaian
kesela-
matan
berkala

c. pertang-
gung-
jawaban
dan
pengen-
dalian
bahan

SK No 148199 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.113

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Useha

Tinglat
Risllo

Perizlnaa
Bcnrsaha

Persyeratan Jaagke lflaktu
Penerbitan

Kewajiban PB I'MK[' Parameter Kewenangan

(U t2t (3t (4) lsl (6t 17l (8) (e) (10) (1U (12) (131

nuklir
4. Pemegang

PB wajib
memperoleh
persetujuan
utilisasi dari
BAPETEN
dalam hal
akan
melakukan
utilisasi

5. Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
modifikasi
dari
BAPETEN
dalam hal
akan
melakukan
modifikasi

6. Melakukan
pemantauan
tapak

SK No 148200 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.E.114

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Ttagket
Rislko

Perizinan
Beruseha

Persyeraten Jaagka Welrtu
Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKU ParaECtcr Kcwenangea

(1) t2t (3) (4) (s) (61 17l (8t (e) (101 (1U (121 (131

7. Membuat
program
dekomision-
ing dalam
rangka
pengajuan
persetujuan
dekomision-
ing

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
dekomision-
ing secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Menyerah-
kan bukti

SK No 148201 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.115

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LingLup

Skala
Usaha

Ting}at
Rlsiho

Perizinan
Beruseha

Persyaratan Jengka Waktu
Penerbitan

Kewajiban PB IruKU Peremeter Keweaangan

(U t2l (3t (4) (s) (6t 17l l8) (el (10) (1U lt2l (13)

jaminan
hnansial
pertang-
gungjawab-
an kerugian
nuklir secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

10. Dalam hal
PB Operasi
Reaktor
Nondaya
Besar telah
berakhir,
pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan

SK No 148202 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONETIA

I.E.116

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

Skala
Usaha

Ttngkat
Rlsilo

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jangka lf,aktu
Penerbiten

Kewqjiban PB UMKII Parameter Kewenangan

(u t2t (31 (4t (st (6t t7l t8) (e) (10) (1U lt2l (131

reaktor
nuklir,
bahan
nuklir,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ins

Operasi
Reaktor
Nondaya
Kecil
D<30MWt

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Laporan
analisis
keselamatan

2. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

3. Program
operasi dan
perawatan

4. Laporan hasil
komisioning

5. Dokumen
rencana

12 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

l. Melakukan
kegiatan
operasi
sesuai
batasan dan
kondisi
operasi serta
persyaratan
keselamat-
an,
keamanan,
dan garda-
aman

2. Menerapkan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148203 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.E.117

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

Skala
Ueaha

Tingkat
Rlsiko

Pcrlzinaa
Benrsrhe

Persyeratan Jangta trIaktu
Penerbitrn

Kewqflbaa PB IIMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (4t tst (6t 17l t8) (e) (10) (1U lt2l 113)

proteksi frsik
6. Dokumen

sistem garda-
amarl

7. Dokumen
sistem
manajemen

manaJemen
penuaan dan
perawatan
struktur,
sistem, dan
komponen
selama
pengoperasi-
an

3. Menyampai-
kan laporan:
a. operasi

secara
berkala

b. penilaian
kesela-
matan
berkala

c. pertang-
gung-
jawaban
dan
pengen-
dalian
bahan

SK No 148204 C



PRESIDEN
REFLIELIK INDONESIA

I.E.118

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

Skala
Useha

Tingkat
Rlsiko

Perizinan
Berusrha

Pcrsyeretan Jaagka Waktu
Penerbltan

Kewajiban PB UMKI' Parameter Kewenangaa

(1) t2t (3) (4) t5t (6) 17t t8) (el (10) (11) lt2l (13)

nuklir
4. Pemegang

PB wajib
memperoleh
persetujuan
utilisasi dari
BAPETEN
dalam hal
akan
melakukan
utilisasi

5. Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
modifikasi
dari
BAPE'TEN
dalam hal
akan
melakukan
modifikasi

6. Melakukan
pemantauan
tapak

SK No 148205 C



PRESIDEN
R,EFUELIK INDONETIA

r.E.1t9

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Strala
Ussha

Tinglrat
Risllro

Perizinan
Benrsaha

Persyaratan Jeaglra Walrtu
Peaerbltan

KewaJlban PB I'MKTI Parameter Kewenangan

(1) t2l l3) (4) (st (61 t7l t8t (et (10) (1U lt2l (13)

7. Membuat
program
dekomision-
ing dalam
rangka
pengajuan
persetujuan
dekomision-
ing

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
frnansial
dekomision-
ing secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Menyerah-
kan bukti

SK No 148206C



PR.ES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.120

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Liagkup

Skala
Usaha

Tingkat
RisiLo

Periziaen
Benrraha

Persyarataa Jenglra Walrtu
Pcncrbitan

Kewqiiben PB IIMKII Parameter Kewenangan

(1) l2t (3t (41 (s) (61 17l (E) te) (10) (1U lt2l (13)

Jamlnan
frnansial
pertanggung
-jawaban
kerugian
nuklir secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

10. Dalam hal
PB Operasi
Reaktor
Nondaya
Kecil telah
berakhir,
pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan

SK No 148207 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.t2t

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

SLala
Usaha

Ttnglrat
Rlsiko

Perizinaa
Berusahe

Persyareten JengLa Slaktu
Penerbitan

Kewajiban PB TIMKT' Parameter Kewenangan

(u l2t (3) (41 (sl (6) 17l (8) (e) (10) (1U (12) (131

reaktor
nuklir,
bahan
nuklir,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ine

Dekomision-
ing Reaktor
Daya Besar

D > 1000
MWt
(D > 300
MWe)

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Program
dekomision-
ing

2. Program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Program
kesiapsiaga-
an nuklir

4. Dokumen
sistem
manajemen

12 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksana-
kan
dekomision-
ing sesuai
dengan:
a. program

dekomi-
sioning

b. persya-
ratan
kesela-
matan,
keaman
an, dan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148208 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.E.t22

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

Skala
Useha

TingLat
Rlsiko

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka trIektu
Penerbiten

Kewajiban PB T'MKT' Parameter Kewenengan

IU t2t (31 (4) (5) (6) 17t (8t (e) (101 (1rl lt2l (13)

garda-
aman

c. doku-
men izin

2. Melakukan
pemantauan
tapak

3. Dalam hal
kegiatan
dekomision-
ing telah
selesai,
pemegang
PB wajib
mengajukan
permohonan
persetujuan
pernyataan
pembebasan
secara
tertulis
kepada
BAPETEN
dengan
melampirkan

SK No 148209 C



PRESIDEN
REFUELIK lNDONESIA

1.8.723

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rteiho

Perizlnan
Berusahe

Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewejiban PB I'MKTI Paremeter Kewenangan

(rl l2t (3) (4) (st (6t 17l (8t (el (10) lr rl lt2l (13)

laporan:
a. hasil

pelaksa-
naan
dekomi-
sioning

b. hasil
pelaksa-
naan
pena-
nganan
limbah
radioaktif

c. pelaksa-
naan
persya-
ratan dan
kewaji-
ban
terkait
persetu-
juan
lingkung-
an

d. hasil

SK No 148210 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.E.I24

lYo Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Slnla
Usaha

Tiagkat
Risilro

Perizinan
Bcruseha

Persyaretan Jeagka SIaLtu
Penerbitan

Kewajiban PB IruKU Parameter Kewenangen

(U t2t (3) (4) (sl (61 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (131

pengu-
kuran
paparan
radiasi
dan
kontami-
nasi zat
radioaktif
di dalam
dan di
luar tapak

7 24206 Industri
Pengolahan
Uranium
dan Bijih
Uranium

Konstruksi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Awal
Besar

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
program
konstruksi

2. Persetujuan
desain

3. Laporan
analisis
keselamatan

4. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

5. Dokumen

24 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Melakukan
konstruksi
sampai
pengu,jian
struktur,
sistem, dan
komponen
baik tanpa
bahan
nuklir
maupun
dengan
bahan

Ekspor
Bahan
Nuklir
untuk
Menunjang
Kegiatan
Instalasi
Nuklir/
Impor
Bahan
Nuklir
untuk

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No l482ll0



PRES!DEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.125

I{o Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Lingkup

SLala
Useha

Tinglat
RIsiko

Perizinan
Bcnrsaha

Pereyeraten Jenglra Walrtu
Pcncrblten

KcwaJiban PB I,MKT' Paremeter Kewenaagan

(1) t2t (3t l4l (st (6) t7t (8) le) 110) (1rl (12) (13)

prograrn
proteksi dan
keselamatan
radiasi

6. Dokumen
program
manajemen
penuaan

7. Dokumen
rencana
proteksi fisik

8. Dokumen
sistem
garda-aman

9. Dokumen
sistem
manajemen

10. Dokumen
program
kesiapsiaga-
an nuklir

I 1. Daftar
informasi
desain

nuklir
sesuai
persyarat-
an
keselamat-
of,,
keamanan,
dan garda-
aman serta
dokumen
PB

2. Sebelum
melakukan
komision-
ing
pemegang
PB wajib
memper-
oleh
persetuju-
an
komision-
ing sesuai
standar
kegiatan

Menunjang
Kegiatan
Instalasi
Nuklir/
Pengalihan
Bahan
Nuklir
untuk
Menunjang
Kegiatan
Instalasi
Nuklir

SK No 148212 C



PRESIDEN
REFUELIK INDONESIA

I.E.126

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Lingtup

Skala
Usaha

Tingkat
Rieiko

Perizinan
Berusaha

Persyereten JaagLa Wahtu
Penerbitaa

Kewajiban PB IruKI' Parameter Kewenangan

(U l2l (3) (41 (s) (6) 17l t8t te) (101 (r1) lt2l (131

komision-
ing
instalasi
nuklir
nonreaktor
daur-awa]
besar, bin
pemanfaat-
an bahan
nuklir, dan
surat izin
bekerja
untuk
petugas
instalasi
nuklir dan
bahan
nuklir

3. Menyam-
paikan
laporan
pelaksana-
an program
konstruksi
secara

SK No 148213 C



a

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.T27

IIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglup

Skale
Usahe

Tingkat
RisiLo

Perizinan
Berusaha

Persyeretan Jaagla trIektu
Penerblten

Kewejiban PB IIMKTI Paramcter Kewenengan

(1) t2t (3) (41 (s! (6t 17t (8) (e) (ro) ( 11) lt2l (13)

berkala
4. Menyampai-

kan laporan
pelaksanaan
persyaratan
dan
kewajiban
terkait
Persetujuan
Lingkungan
secara
berkala

5. Melakukan
pemantau-
an tapak

6. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
dekomis-
ioning
secara
berkala
sejak
persetuiu-

SK No l482l40



FRESIDEN
R.EFUELIK INDONEEIA

I.E.T28

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llagtrup

Skrla
Useha

TiagLat
Risilo

Perizinan
Berusaha

Persyaretea Jangla lf,altu
Penerbiten

KeweJiban PB UMKTI Parameter Kcwenangan

(1) l2t (3) (4t (s! (6t 17l (8) (e) (101 (1U lt2l (r3l
an
komision-
ing
diterbitkan
hingga
dekomisio-
ning

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
pertang-
gungjawab-
an
kerugian
nuklir
secara
berkala
sejak
persetuju-
an
komision-
ing
diterbitkan
hinssa

SK No l482l50



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.E.L29

I[o Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLela
Useha

Tinglat
Rislho

Perlzinan
Beruseha

Persyaratan Jeagke trIalrtu
Penerbitan

KewaJiben PB UMKI' Parameter Kcwenangan

(u t2t (3) (41 (5) (6t 17l (8t (et (101 (11) (12) (131

dekomi-
sioning

8. Dalam hal
PB
Konstruksi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Awal
Besar telah
berakhir,
pemegang
PB wajib
ber-
tanggung
jawab atas
pengelola-
an fasilitas,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksana-
an
dekomision
ing

SK No 148216 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.E.130

No Kode
I{BLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Slrnla
Useha

Tingkat
Risiko

Perizlnan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka trIehu
Penerbitan

Kewejiban PB TNUKU Parameter Kcwenangan

(1) t2t (3t (4t (st (6) 17l (8) (et (10) (1r) lt2l (131

Operasi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Awal
Besar

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Laporan
analisis
keselamat-
an

2. Dokumen
batasan
dan kondisi
operasi

3. Dokumen
program
proteksi
dan
keselamat-
an radiasi

4. Dokumen
program
manajemen
penuaan

5. Dokumen
program
Operasi
dan
perawatan

6. Laporan
hasil

24 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melakukan
kegiatan
operasi
sesuai
batasan
dan
kondisi
operasi
serta
persyarat-
an
keselamat-
an,
keamanan,
dan garda-
aman

2. Menerap-
kan
manajemen
penuaan
dan
perawatan
struktur,
sistem, dan
komponen

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148217 C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.131

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skrla
Ueaha

Tiagkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jengta Waktu
Pcncrbitan

Kewajiban PB IIMKI' Paramctcr Kewenangea

(U l2t (3t (4t (st (6) 17l (8t (e) 110) (1U lr2l (13)

7.

8.

9.

10.

11.

komision-
ing
Dokumen
rencana
proteksi
fisik
Dokumen
sistem
garda-
aman
Dokumen
sistem
manajemen
Dokumen
program
dekomisio-
ning
Dokumen
program
kesiap-
siagaan
nuklir

selama
pengopera-
sian

3. Menyampai-
kan laporan:
a. operasi

secara
berkala

b. penilai-
an
kesela-
matan
berkala

c. pertang-
gung-
jawaban
dan
pengen-
dalian
bahan
nuklir

4. Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan

SK No 148218 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.L32

I[o Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglat
Risito

Perlzlnaa
Bcnrsahe

Persyaretan JangLa trIaktu
Penerbitan

KewaJlban PB IIMKI' Parameter Kewenangaa

(1) l2l (3) (41 (s) (6t 17l (8) (e) (101 (1U lt2l (131

utilisasi dari
BAPETEN
dalam hal
akan
melakukan
utilisasi

5. Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
modifikasi
dari
BAPETEN
dalam hal
akan
melakukan
modifikasi

6. Melakukan
pemantauan
tapak

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
Iinansial
dekomision-

SK No 148219 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.133

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglup

SLala
Usaha

Tiagkat
Risiko

Pcrlzinan
Bcnrsaha

Pereyaraten Jangta trIehtu
Pcaerbitan

Kewqilbaa PB ITUKU Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t l4l (s) (6) 17l (81 (et (ro) (1U lt2l (13)

rng secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
pertang-
gungiawab-
an kerugian
nuklir
secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-

SK No 148220 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.134

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

glrota
Usaha

Tingkat
Rlsiko

Perizlnan
Benrsaha

Persyaratan Jangka trIaktu
Pcncrbitan

Kewajibaa PB IIMKT' Parameter Kcwenangaa

(U l2t (3t (4) (st (61 17l tEt (et (10) (1rl (12) (13)

lng
9. Dalam hal

PB Operasi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Awal
Besar telah
berakhir,
pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
fasilitas,
bahan
nuklir,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ing

SK No 148221 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LE.135

IYo Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slrala
Usahe

Tinglat
Rlsiho

Pcrlzinan
Beruseha

Persyaratan JangLe IlIeLtu
Peaerbitrn

Kewqfiban PB IIMKTI Perametcr Kewenengaa

(r) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (Et (e) (10) llu lr2l (13)

Konstruksi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Akhir
Besar

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
program
konstruksi

2. Persetujuan
desain

3. Laporan
analisis
keselamatan

4. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

5. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

6. Dokumen
progr€rm
manajemen
penuaan

7. Dokumen
rencana
proteksi
fisik

24 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan

pembayaran

1. Melakukan
konstruksi
sampai
pengujian
struktur,
sistem, dan
komponen
baik tanpa
bahan
nuklir
maupun
dengan
bahan
nuklir
sesuai
persyarat-
an
keselamat-
an,
keamanan,
dan garda-
aman serta
dokumen
izir:

2. Sebelum

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148222 C



PRES!DEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.136

ItIo Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Ltngkup

SLala
Usaha

Tinglrat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyeretan Jangka Wahtu
Penerbitan

Kewajiban PB I'MKT' Parameter Kewenangaa

(U t2t (3) (41 (51 (6) 17l (8t (e) (10) (11) lt2l (13)

8. Dokumen
sistem
garda-aman

9. Dokumen
sistem
manajemen

10. Dokumen
prograrn
kesiapsiaga-
an nuklir

I 1. Daftar
informasi
desain

melakukan
komision-
ing,
pemegang
PB wajib
mem-
peroleh
persetuju-
an
komision-
ing sesuai
standar
kegiatan
komision-
ing
instalasi
nuklir
nonreaktor
daur-akhir
besar, izin
pemanfaat
an bahan
nuklir, dan
surat izin
bekeria

SK No 148223 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.137

No Kode I Judut KBLI
KBLI

Ruang
Ltngtup

Skela
Usaha

Ttnglat
Rlslho

Pcrlzlnan
Bcruseha

Persyaratan Jengla trIelrtu
Pencrbitea

Kewejiban PB I'MKT' Perameter Keweaangan

t1) l2t (3t (4) (s) (6) 17l (Et (e) (ro) (1U lt2l (r3)
untuk
petugas
instalasi
nuklir dan
bahan
nuklir

3. Menyam-
paikan
laporan
pelaksana-
an prograrn
konstruksi

4. Menyam-
paikan
laporan
pelaksana-
an
persyarat-
an dan
kewajiban
terkait
Persetuju-
an
Lingkung-
an secara

SK No 148224 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.138

ItIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tinglat
Rislho

Perizinan
Bcnrsaha

Persyeretea Jangka Walrtu
Penerbiten

Kewqiibaa PB I'MKTI Parameter Kcwcnangan

(1) l2l (3) (4) (s) (6) 17l (8t (e) (101 111) lt2l (13)

berkala
5. Melakukan

pemantau-
an tapak

6. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
dekomis-
ioning
secara
berkala
sejak
persetuju-
an
komision-
ing
diterbitkan
hingga
dekomis-
ioning

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial

SK No 148225 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.E.139

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tinglat
RisiLo

Perizlnan
Benrsehe

Persyareten Jangta Wektu
Penerbiten

KewaJiban PB IIUKII Parameter Kewenangan

(1) l2l (3) (41 (s) (6) 17l (8) (e) (10) (1U lt2l (131

pertang-
gungiawab-
an
kerugian
nuklir
secara
berkala
sejak
persetuju-
an
komision-
ing
diterbitkan
hingga
dekomi-
sioning

8. Dalam hal
PB
Konstruksi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Akhir
Besar telah
berakhir,

SK No 148226 C



PRESTDEN
REFUELIK INDONE3IA

I.E.140

l{o Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

srrla
Usaha

Tinglat
RlsiLo

Perizlnan
Bcrusaha

Persyaratan Jaagke Wahtu
Peaerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Perameter Kewenaagan

(U l2t (3t (4) (s) (6) 17l (8t (et (10) (1U lt2l (13)

pemegang
PB wajib
bertang-
gung jawab
atas
pengelola-
an fasilitas,
bahan
nuklir,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksana-
an
dekomis-
ioning

Operasi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Akhir
Besar

Besar Tinggi NIB dan lzin 1. Laporan
analisis
keselamatan

2. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

3. Dokumen

24 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melakukan
kegiatan
operasi
sesuai
batasan
dan kondisi
operasi
serta

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148227 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONE3IA

r.E. 141

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Sksla
Useha

TtngLat
RlsiLo

Perizinan
Bcrusaha

Persyaratan Jangka Wahtu
Pcnerbitan

Kewqjlban PB UMKII Parameter Kewcnangan

(u t2l (3) t4t (st (61 17l (8t (et (10) (11) lr2l (13)

program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

4. Dokumen
program
manajemen
Penuaan

5. Dokumen
program
operasi dan
perawatan

6. Laporan
hasil
komisioning

7. Dokumen
rencana
proteksi frsik

8. Dokumen
sistem
garda-aman

9. Dokumen
sistem
manajemen

persyarat-
an
keselamat-
dt,
keamanan,
dan garda-
aman

2. Menerapkan
manajemen
penuaan
dan
perawatan
struktur,
sistem, dan
komponen
selama
pengoperasi-
an

3. Menyampai-
kan laporan:
a. operasi

secara
berkala

b. penilaian
kesela-

SK No 148228 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.E.t42

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngtat
Rlslho

Perizinan
Bcrusaha

Persyaratan Jangta trIaktu
Pencrbitan

Kewqiiban PB I,MKU Parameter Kewenangan

(1) l2t (31 (4) (s) (6) 17t (E) (et (101 (1r) lt2l (13)

10. Dokumen
program
dekomision-
ing

1 1. Dokumen
program
kesiapsiaga-
an nuklir

matan
berkala
dan

c. per-
tanggung-
jawaban
dan
pengen-
dalian
bahan
nuklir

4. Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
utilisasi dari
BAPgTEN
dalam hal
akan
melakukan
utilisasi

5. Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetuiuan

SK No 148229 C



FRESIDEN
REPUBLIK !NDONESIA

I.E.143

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slrala
Usahe

Tinglat
Risilo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jaagla Waktu
Penerbltan

Kcwqiiban PB IIIIIKTI Paramcter Kewenengan

(U l2t (3) (4) (st (6t t7l (8t (e) (10) (11) lt2l (131

modifikasi
dari
BAPETEN
dalam ha]
akan
melakukan
modifikasi

6. Melakukan
pemantauan
tapak

7. Menyerah
kan bukti
jaminan
hnansial
dekomision-
ing secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

SK No 148230C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

T.E.T44

!to Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLaIe
Usahe

Ttaglat
RisiLo

Perizinaa
Benrsaha

Persyaratan Jangka Walrtu
Penerbitan

Kcwajiban PB IIMKII Parameter Kewenangaa

(U t2t (3) (41 (sl t6t 17l (81 (et (101 111' lt2l 113)

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
per-
tanggung-
jawaban
kerugian
nuklir
secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Dalam hal
PB Operasi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Akhir
Besar telah

SK No l4823lC,



FR,ESIDEN
R,EFUBLIK INDONEgIA

I.E.145

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Useha

Ttnglat
RlsiLo

Perizinan
Berusahe

Persyaratan Jangka Wattu
Pcnerbiten

KewaJiben PB UMKU Parameter Kcwenangan

(U l2t (3) (4) (s) (6t 17t (8) (et (101 (1U lt2l (131

berakhir,
pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
fasilitas,
bahan
nuklir,
limbah
radioaktil
dan
pelaksanaan
dekomision-
ing

Konstruksi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Awal
Kecil

Besar Tinggi NIB dan Izin l. Dokumen
program
konstruksi

2. Persetujuan
desain

3. Laporan
analisis
keselamatan

4. Dokumen

12 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1 Melakukan
konstruksi
sampai
pengujian
struktur,
sistem, dan
komponen
tanpa
bahan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148232 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

t.E.t46

Ilo Kodc
I(BLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

TtngLat
RlciLo

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka l[Iaktu
Penerbitan

KcwaJiban PB T,MKTI Paramctcr Kewenangen

(U t2t (31 (4) (st (6) 17l (Et (e) (10) (ru 112) (r3l
batasan dan
kondisi
operasi

5. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

6. Dokumen
prograrn
manajemen
penuaan

7. Dokumen
rencana
proteksi
fisik

8. Dokumen
sistem
garda-aman

9. Dokumen
sistem
manajemen

10. Dokumen
Program
kesiapsiaga-

nuklir
maupun
dengan
bahan
nuklir
sesuai
persyarat-
an
keselama-
tan,
keamanan,
dan garda-
aman serta
dokumen
izin

2. Sebelum
melakukan
komisioning,
pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
komisioning
sesuai
standar

SK No 148233 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.E.t47

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LingLup

Slrela
Useha

Ttnglrat
Rlsllro

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan JangLa trIalrtu
Penerbitan

KeweJiban PB IIMKT' Peremctcr Kewenaagan

IU t2t (3t (4) (s) (6t 17t t8) (et (101 (1U lt2l (131

an nuklir
1 1. Daftar

informasi
desain

kegiatan
komisioning
instalasi
nuklir
nonreaktor
daur-awal
kecil, izin
pemanfaat-
an bahan
nuklir, dan
surat izin
bekeq'a
untuk
petugas
instalasi
nuklir dan
bahan
nuklir

3. Menyampai-
kan laporan
pelaksanaan
prograrn
konstruksi

4. Menyampai-
kan laporan

SK No 148234 C



PRESIDEN
REPUtsLIK INDONESIA

I.E.148

ItIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinan
Benrseha

Persyeratan Jangla Waktu
Penerbitsn

KewaJiban PB UMKT' Parameter Kewenengan

(U l2t (3t (41 (s) (6) 17l (8) (el lro) (1U lt2l (13)

pelaksanaan
persyaratan
dan
kewajiban
terkait
Persetujuan
Lingkungan
secara
berkala

5. Melakukan
pemantauan
tapak

6. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
dekomision-
ing secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hinssa

SK No 148235C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

r.E.t49

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Lingkup

Slrela
Ussha

Ttngtat
RlslLo

Perlzinaa
Bcnrsaha

Persyeratan Jengka trIaktu
Penerbitan

Kewajiban PB IIMKII Parameter Kewenengan

IU t2t (3) (41 (st (6) 17l (8) (e) (101 (1U lt2l l13l
dekomision-
ing

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
per-
tanggung-
jawaban
kerugian
nuklir
secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

8. Dalam hal
PB
Konstruksi
Instalasi
Nuklir

SK No 148236 C



PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

I.E.150

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rtsiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangta Waktu
Penerbitan

KewaJiban PB I'MKI' Paremeter Kcwcnangan

(U l2t (3) (41 (s) (6) t7l (8) (e) (10) (ru lt2l (r3l
Nonreaktor
Daur-Awal
Kecil telah
berakhir,
pemegang
PB wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
fasilitas

Operasi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Awal
Kecil

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Laporan
analisis
keselamatan

2. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

3. Laporan
hasil
komisioning

4. Dokumen
rencana
proteksi
fisik

12 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1 Melakukan
kegiatan
operasi
sesuai
batasan
dan
kondisi
operasi
serta
persyarat-
an
keselamat-
4D,
keamanan,

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148237 C



FRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.151

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Lingkup

SLrla
Useha

Tinglat
Risilro

Perizinan
Beruseha

Persyaretan Jangka Walrtu
Pcaerbltsn

Kcwajiban PB I'MKII Parameter Kcwenangan

(u t2l (31 (4) (sl (6) 17l (E) (e) (10) (1U lr2l (13)

5. Dokumen
sistem
garda-aman

6. Dokumen
sistem
manajemen

7. Dokumen
prograrn
dekomision-
ing

8. Dokumen
program
kesiapsiaga-
an nuklir

dan garda-
aman

2. Menerapkan
manajemen
penuaan
dan
perawatan
struktur,
sistem, dan
komponen
selama
pengoperasi-
an

3. Menyampai-
kan laporan:
a. operasi

secara
berkala

b. penilaian
kesela-
matan
berkala

c. per-
tanggung-
iawaban

SK No 148238 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.152

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LingLup

Skala
Usaha

Tinglat
Rlsilro

Perizinan
Beruseha

Persyeratan Jangln Waktu
Penerbitrn

Kewqfiban PB IIMKT' Parameter KewCnangan

(1) t2t t3) (41 (s) (6t 17l (8t (e) (10) (1r) lt2l (13)

dan
pengen-
dalian
bahan
nuklir

4. Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
utilisasi dari
BAPETEN
dalam hal
akan
melakukan
utilisasi

5. Pemegang
PB wajib
memperoleh
persetujuan
modifikasi
dari
BAPETEN
dalam hal
akan
melakukan

SK No 148239 C



FRESIDEN
REPUBLTK INDONESIA

r.E.153

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Useba

Tingkat
Risiho

Periziaan
Berusahe

Persyeretan Jangka Elahtu
Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKT' Parameter Kewenengan

(1) l2t (31 l4l (5) (6t 17l (8) (el 110) (1U lt2l (13)

modifikasi
6. Melakukan

pemantauan
tapak

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
dekomision-
ing secara
berkala
sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
hnansial per-
tanggung-
jawaban
kerugian

SK No 148240C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.154

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Strala
Usahe

Ttngkat
Rlslko

Pcrizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka Wahtu
Penerbitrn

Kewqiiban PB IIMKII Peremeter Kewenangan

(U t2t (3t (4) (5t t6) t7t (E) (e) (10) (1U lt2l (r3)
nuklir secara
berkala sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Dalam hal PB
Operasi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Awal
Kecil telah
berakhir,
pemegang PB
wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
fasilitas,
bahan nuklir,
limbah
radioaktif,

SK No 148241 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.155

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltaglup

Skela
Useha

TtngLat
Rlsilo

Pcrlzinan
Bcnrsehe

Persyaratan Jangta lllektu
Penerbiten

Kewqiiban PB IIMKTI Paramcter Kewenangan

(u t2t (3) (41 (sl (6) 17l (8t (e) (10) (1rl lt2l (13)

dan
pelaksanaan
dekomision-
ing

Konstruksi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Akhir
Kecil

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
program
konstruksi

2. Persetujuan
desain

3. Laporan
analisis
keselamatan

4. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

5. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

6. Dokumen
progr€un
mana-iemen

12 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Melakukan
konstruksi
sampai
pengujian
struktur,
sistem, dan
komponen
baik tanpa
bahan
nuklir
maupun
dengan
bahan
nuklir
sesuai
persyarat-
an
keselamat-
0D'
keamanan,

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148242 C



PRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

r.E.156

Ilo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Ttnglat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyerataa Jangla Waktu
Peaerbitan

Kewajiban PB I'MKT' Parameter Kewenangan

(1) t2t (3t (4) (sl (6) 17l l8l (e) (101 (1U lt2l (13)

penuaan
7. Dokumen

rencana
proteksi hsik

8. Dokumen
sistem
garda-aman

9. Dokumen
sistem
manajemen

10. Dokumen
program
kesiapsiaga-
an nuklir

I 1. Daftar
informasi
desain

dan garda-
aman serta
dokumen
izin

2. Sebelum
melakukan
komisioning,
pemegang PB
wajib
memperoleh
persetujuan
komisioning
sesuai
standar
kegiatan
komisioning
instalasi
nuklir
nonreaktor
daur-akhir
kecil, izin
pemanfaat-
an bahan
nuklir, dan
surat izin

SK No 148243 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.157

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

SLala
Ueeha

Tingket
Risiko

Perizinan
Berusehe

Persyaratan Jaagla Waktu
Penerbiten

Kewajiben PB IruKT' Parametcr Kcwenangaa

(1) t2t (3t (4) (s) (6) 17l t8t lel (101 (1U lt2l (131

bekerja
untuk
petugas
instalasi
nuklir dan
bahan nuklir

3. Menyam-
paikan
laporan
pelaksana-
an program
konstruksi

4. Menyampai-
kan laporan
pelaksanaan
persyaratan
dan
kewajiban
terkait
Persetujuan
Lingkungan
secara
berkala

SK No 148244C



PRESIDEN
REFUBLTK INDONESIA

I.E.158

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

$Lqla
Usaha

Tingkat
Risiko

Perlzlnaa
Berusaha

Persyareten Jangla trIaktu
Pcnerbitan

Kewqiiban PB I'MKT' Parameter Kewenangaa

(u t2t (3) (4) ts) (61 17l (8t (et (101 (1rl lt2l (r3)
5. Melakukan

pemantauan
tapak

6. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
dekomision-
ing secara
berkala sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
pertanggung-
jawaban
kerugian
nuklir secara
berkala seiak

SK No 148245 C



PRES!DEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.159

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usaha

Tiaglat
Rlsllo

Perizinen
Berusaha

Persyaraten Jaugla lflalrtu
Penerbitan

Kewajiban PB TNUKT' Paremcter Kcwenaagan

(U t2t (31 (4t (s) (6t 17t (8) (el (101 ( 11) lt2l (13)

persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

8. Dalam hal PB
Konstruksi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Akhir
Kecil telah
berakhir,
pemegang PB
wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
fasilitas,
bahan nuklir,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan

SK No 148246 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.160

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

SLda
Usaha

Tingkat
Risiko

Periziuen
Bcruseha

Pcrsyaraten Jangta trIektu
Penerbiten

KewaJlban PB UMKI' Parameter Kewenengan

(1) t2t (3) (4) (s) (61 17l (8t (et (10) (1U lt2l ( 131

dekomision-
ing

Operasi
Instalasi
Nuklir
Nonreaktor
Daur-Akhir
Kecil

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Laporan
analisis
keselamatan

2. Dokumen
batasan dan
kondisi
operasi

3. Laporan
hasil
komisioning

4. Dokumen
rencana
proteksi
fisik

5. Dokumen
sistem
garda-aman

6. Dokumen
sistem
manajemen

7. Dokumen
proqram

12 bulan setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melakukan
kegiatan
operasi
sesuai
batasan dan
kondisi
operasi
serta
persyarat-
an
keselamat-
an,
keamanan,
dan garda-
aman

2. Menerapkan
manajemen
penuaan dan
perawatan
struktur,
sistem, dan
komponen

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148247 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.161

ITo Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Ttnglrat
Rlsllro

Perizlaan
Berusaha

Persyaratan Jangka Waltu
Peaerbitrn

Kewajibaa PB IIMKTI Paramcter Kewcnangaa

(1) t2t (3) (4) (sl (6t 17l (E) (e) (10) (11) ltzl (131

dekomision-
ing

8. Dokumen
program
kesiapsiaga-
an nuklir

selama
pengoperasi-
an

3. Menyampai-
kan laporan:
a. Operasi

secara
berkala

b. Penilaian
keselamat
an
berkala

c. Pertang-
gungiawa
ban dan
pengenda-
lian
bahan
nuklir

4. Pemegang PB
wajib
memperoleh
persetujuan
utilisasi dari
BAPETEN

SK No 148248 C



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.8.762

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaug
Ltngkup

Skala
Usahe

Tingkat
Rtstko

Perlzinan
Benrseha

Persyaretan Jangka trIahtu
Penerbiten

Kcwqiiban PB I'MI([I Perameter Kcwcnarlgan

(1) l2t (3) (4) (5) (6) 17l (8t (el (101 (1U (12) (131

dalam hal
akan
melakukan
utilisasi

5. Pemegang PB
wajib
memperoleh
persetujuan
modifikasi
dari
BAPETEN
dalam hal
akan
melakukan
modifikasi

6. Melakukan
pemantauan
tapak

7. Menyerah-
kan bukti
jaminan
hnansial
dekomision-
ing secara
berkala sejak

SK No 148249 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.163

Ilo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Ttaglat
Rieiko

Perlziaan
Benrsaha

Persyaretan JangLa IlIeLtu
Penerbitea

Kewqilban PB UMKI' Parameter Kewenangan

IU t2t t3l l4l (st (6) 17l (8) (e) (10) (11) lt2l (13)

persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

8. Menyerah-
kan bukti
jaminan
finansial
pertang-
gungjawab-
an kerugian
nuklir secara
berkala sejak
persetujuan
komisioning
diterbitkan
hingga
dekomision-
ing

9. Dalam hal PB
Operasi
Instalasi
Nuklir

SK No 148250 C



PRESIDEN
REFUBLIK lNDONESIA

r.E.t64

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

Skala
Usaha

Tingtat
Risiko

Periziaan
Berusahe

Persyeratan Jangka trIaktu
Penerbitan

KewaJiban PB UMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (3) (41 (st (6t t7t (8) (et (101 (1 1) lt2l (131

Nonreaktor
Daur-Akhir
Kecil telah
berakhir,
pemegang PB
wajib
bertanggung
jawab atas
pengelolaan
fasilitas,
bahan nuklir,
limbah
radioaktif,
dan
pelaksanaan
dekomision-
ing

8 46642 Perdagangan
Besar
Mineral
Radioaktif

Pengalihan,
Ekspor,
dan/atau
Impor Bijih
Uranium,
Bijih Torium,
Uranium

Mikro
Kecil
Menengah
Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Surat
penunjukan
dari atau
surat bukti
kerja sama
dengan
penghasil

14 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Dalam hal
dilakukan
ekspor,
hanya
terbatas pada
keperluan
pengkayaan

Penetapan
Pusat
Penyedia
Bahan Baku
dan/atau
Bahan
Penolonq

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No l4825l0



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.165

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Persyeretan Jenglra Waktu
Penerbitea

KewaJiban PB TIMKTI Parameter Kewenangan

(1) t2t (31 (4) (s) (6t 17l (8t (el (10) (r r) lt2l (13)

Terkonsen-
trasi, dan
Torium
Terkonsen-
trasi

mineral
radioaktif

2. Dokumen
bukti
kepemilikan
fasilitas
penyimpanan

3. Dokumen
spesifikasi
teknis mineral
radioaktif

4. Dokumen
program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

5. Dokumen
prosedur yang
terkait dengan
penanganan
dan
pengangkutan
mineral
radioaktif

6. Dokumen

uranium
atau torium
dan
digunakan
kembali di
dalam negeri
sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan

2. Pemegang PB
melakukan
pengalihan
mineral
radioaktif
dengan
memenuhi
persyaratan
keselamat-
an,
keamanan,
dan garda-
aman

3. Menyampai-

SK No 148252 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.166

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingtrat
Risiho

Perizinaa
Berusaha

Pcrsyareten Jangka Waltu
Penerbitan

Kewajiban PB IruKI' Paremeter Kewenangan

(1) t2t (3) l4l tsl (6t t7t (E) (e) (10) (1U (12) (131

rencana
proteksi fisik
jika mineral
radioaktif
berbentuk
uranium
dan/atau
torium
konsentrat

7. Dokumen
sistem garda-
aman jika
mineral
radioaktif
berbentuk
uranium
dan/atau
torium
konsentrat

8. Sertilikat
kalibrasi alat
ukur proteksi
radiasi

9. Tidak memiliki
PB

kan laporan
realisasi
pengalihan

SK No 148253 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.E.t67

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llngtup

Stala
Useha

Tingkat
Risiko

Pcrlzlnan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka lflaktu
Penerbitan

KewaJiban PB tnUKU Paramctcr Kewenangan

(1) l2l (3t (41 (5) (61 17l (E) (e) (10) (1 1) lr2l (13)

Penambangan
Mineral
Radioaktit
Pengolahan
Mineral
Radioaktif,
Pengolahan
Mineral
Ikutan
Radioaktif,
dan
Penyimpanan
Mineral
Ikutan
Radioaktif

9 072to Pertambang-
an Bijih
Uranium
dan Torium

Penambang-
an dan/atau
Pengolahan
Mineral
Radioaktif

Besar Tinggi NIB dan Izin 1. Salinan Surat
Penugasan
Pertambangan
Mineral
Radioaktif
(SPPMR)dari
lembaga yang
menyelengga-
rakan urusan

60 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Membayar
pendapatan
negara dan
pendapatan
daerah yang
terdiri atas
penerimaan
pajak dan
penerimaan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148254 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.168

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruaag
Ltngkup

Slrala
Useha

Ttngkat
Rlslho

Perizinaa
Berucaha

Persyaretan Jangla Walrtu
Penerbitsn

Kewqiiban PB IIMKTI Paramcter Kewenangan

(U t2t l3) (4) lsl (6) 17l (8) (et (10) (1U lt2l (13)

pemerintahan
di bidang
penyelengga-
raan
ketenaganuk-
liran

2. Dokumen
analisis
keselamatan

3. Program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

4. Program
pengelolaan
limbah
radioaktif

5. Program
dekomisioning
pertambangan

6. Dokumen
rencana
proteksi fisik

negara
bukan pajak

2. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
meliputi:
a. kesela-

matan
pertam-
bangan
bahan
galian
nuklir

b. keama-
nan
pertam-
bangan
bahan
galian
nuklir

c. manaje-
men

SK No 148255C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.169

ItIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingtat
Risil,o

Pcrizinan
Berusahe

Pcrsyarataa Jangla Waktu
Penerbiten

KewaJlban PB UMKI' Parameter 1;"*qnangalr

(U t2l (3) (4) (st (6t 17l (8) (e) (101 (1U ltzl (131

7. Dokumen
sistem garda-
aman

8. lzinbekeq'a
petugas
tertentu

kesela-
matan
dan ke-
amanan
pertam-
bangan
bahan
galian
nuklir

3. Menyedia-
kan dan
menempat-
kan dana
jaminan
dekomision-
ing
pertambang-
an

4. Melaksana-
kan:
a. analisis

kesela-
matan

b. pemben-
tukan

Pengolahan
Mineral
Radioaktif
dan/atau
Mineral
Ikutan
Radioaktif di
Luar Wilayah
Penugasan
Penambang-
an Mineral
Radioaktif
(WPPMR)

Besar Tinggi NIB dan Izin l. Dokumen
analisis
keselamatan

2. Program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Program
pengelolaan
limbah
radioaktif

4. Program
dekomision-
ing

60 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148256 C



PF.ESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.E.170

No Kodc
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

Strala
Usaha

Ttnglrat
Rlsiho

Perizinan
Bcrusehe

Persyaretan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajiban PB IIMKII Parameter Kewenengen

(U t2t (3) (41 (st (6) 17l (81 (e) (101 (1U lt2l 113)

pertambang-
an

5. Dokumen
rencana
proteksi firsik

6. Dokumen
sistem garda-
aman

7. lzin beke{a
petugas
tertentu

panitia
penilai
kesela-
matan

c. analisis
wilayah
tam-
bang

d. peran-
cangan
desain

e. kons-
truksi

f. penguji-
an

g. penam-
bangan

h. peng-
olahan

i. perawa-
tan,
pemarl-
tauan,
dan
pemerik-

SK No 148257 C



PR.ESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.171

No Kode
I{BLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usehe

Tinglat
Risiko

Perlzinan
Benrsaha

Persyeretan Jengka Waktu
Penerbitan

KewaJiban PB I'MKII Parameter Kewenangen

(u l2t (3t (4) t5t (6) 17l (8t (el (101 (11) lt2l (13)

saan
j. proteksi

radiasi
k. pengen-

dalian
radioak-
tivitas
lingku-
ngan
hidup

I. penang-
gulang-
an
kecela-
kaan

m. pengelo-
laan
limbah
radioak-
tif

n. proteksi
fisik

o. garda-
aman

p. dekomi-

SK No 148258 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.r72

Ifo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

Slmla
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinrn
Berusaha

Persyaratan JangLa trIaktu
Penerbitaa

Kewajiban PB IIMKT' Perameter Kcwenangaa

(1) t2t (3) (41 (s) t6) 17l (8t (e) (101 (11) lr2l (131

sioning
pertam-
bangan

5. Mengimple-
mentasikan
dan memu-
takhirkan
dokumen
yang
disyaratkan
sebagai
persyaratan
teknis
keselamatan
dan
keamanan

6. Menyampai-
kan rencana
tahunan

7. Memperoleh
persetujuan
bila ada:
a. peruba-

han
desain

SK No 148259C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.173

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usahe

Ttngkat
Rlsilo

Perlzlnan
Berusaha

Persyareten Jangka Waktu
Penerbiten

Kcwqflban PB UMKI' Parameter Kewenangan

(u t2t (3) (41 (s) (6t 17l (8) (el 110) (11) lt2l (13)

b. modih-
kasi

c. operasi
produk-
si

d. dekomi-
sioning
Pertam-
bangan

8. Menyampai-
kan laporan:
a. kons-

truksi
b. penam-

bangan
c. peng-

olahan
d. pengen-

dalian
radioak-
tivitas
lingku-
ngan
hidup

SK No 148260 C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

T.E.L74

No Kode
I{BLI

Judul KBLI Rueng
Lingkup

SLefa
Usaha

Ttngkat
Risiko

Perizinan
Beruseha

Persyaretan Jangka Wattu
Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKII Parameter Kewenaagaa

(1) t2t (3) (4) t5t (6) 17t (8) (et (101 ( 11) lt2l (13)

e. penang-
gulang-
an
kecela-
kaan

f. dekomi-
sioning
pertam-
bangan

9. Menerapkan
budaya
keselamatan
dan
keamanan

10. Menyusun,
melaksana-
kan, dan
mengevalua-
si program
pemberda-
yaan
masyarakat
sekitar
wilayah
tambang

SK No 1482610



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.175

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Llnglup

SLala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizlnaa
Berusaha

Persyaratan Jaagla trIaktu
Penerbitea

Kewajiban PB IIMKT' Parameter Kewenangan

(1) t2l (3) (4t (s) (6) 17l (8) (e) (101 (1U lt2l (131

11. Apabila
terjadi
kecelakaan
dimana
lepasan
radioaktif
berpotensi
meluas ke
luar wilayah
tambang,
menyatakan
kecelakaan
dan
berkoordi-
nasi dengan
instansi
terkait

12. Dalam hal
izin telah
berakhir,
pemegang PB
wajib
bertanggung
jawab atas
keselamatan

SK No 148262 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

r.E.t76

No Kode
XBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Ueaha

Tingkat
Rieiho

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewajibaa PB IIMKTI Parameter Kewenangen

(U t2l (3t (41 (5) (6) t7l (8t (e) (101 (1U lt2l (131

dan
keamanan
pertambang-
an, bahan
galian nuklir,
dan limbah
radioaktif

10 52rO7 Penyimpan-
an yang
termasuk
dalam
Nahrallg
Ocating
Radioactiue
Mateial
(NORM)

Penyimpanan
Mineral
Ikutan
Radioaktif

- Kecil
- Menengah
- Besar

Tinggi NIB dan Izin 1. Dokumen
mineral
radioaktif

2. Program
proteksi dan
keselamatan
radiasi

3. Dokumen
rencana
proteksi fisik

4. Dokumen
garda-aman

5. Dokumen
rencana
tempat
pembuangan
permanen

60 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1 Melaksana-
kan
ketentuan
yang
meliputi:
a. kesela-

matan
pertam-
bangan
bahan
galian
nuklir

b. keaman-
an
pertam-
bangan
bahan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148263 C



PR.ESIDEN
REFUELIK INDONESIA

r.E.t77

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Lingkup

Skala
Usaha

Ttngkat
Rislko

Perlzinan
Bcrusaha

Persyaratan Jangka Wattu
Pcnerbitan

KewaJibaa PB UMI(I Parameter Kewenangan

(1) l2t (3) (4t (st (6) 17l (E) (e) (10) (1U lt2l (r3)
galian
nuklir

c. manaje-
men
keselama-
tan dan
keaman-
an
pertam-
bangan
bahan
galian
nuklir

2. Melaksana-
kan:
a. penyim-

panan
b. proteksi

radiasi
c. proteksi

fisik
d. garda-

aman
e. pembu-

angan

SK No 148264 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.E.178

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

SLala
Usaha

Tingkat
RieiLo

Perlzlnan
Bcrusaha

Persyaratan Jangke Waltu
Penerbitan

Kewqilban PB UMKTI Parameter Kewenengan

(U l2t (3t (41 (s) (6) 17l (8) (et (10) (1U lt2l 113)

pemna-
nen, bila
ada

3. Memutakhir-
kan
dokumen
yang
disyaratkan
sebagai
persyaratan
teknis
keselamatan
keamanan

4. Menerapkan
budaya
keselamatan
dan
keamanan

5. Apabila
mineral
ikutan
radioaktif
yang
disimpan
akan

SK No 148265C



PRESIDEN
R,EPUBLIK INDONESIA

T.E.L79

IIIo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Linglup

Slrala
Useha

Tingkat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Pcrsyaratan Jangka Waktu
Pencrbitaa

Kewajiban PB IIIUKT' Parameter Kewenangan

IU t2t (3) (4) (st (61 t7l (8t (e) (10) (1U lt2l (13)

dimanfaat-
kan,
penghasil
mineral
ikutan
radioaktif
wajib
mengajukan
izin
pemanfaatan
bahan nuklir

6. Memperoleh
persetujuan
bila
pengelolaan
tempat
pembuangan
perlnanen
melibatkan
badan usaha
lain
dan/atau
pemerintah
daerah

SK No 148266 C



PRESIDEN
REPIJELIK INDONESIA

r.E.180

IYo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Skala
Usaha

Tingkat
Risiko

Perizinen
Berusaha

Pcrsyaratan Jangla Slahtu
Penerbitan

Kewqjiban PB T'MKT' Paramctcr Kewenengan

(U t2l (3t t4t t5) (61 t7t (81 (e) (ro) (1r) lr2l (131

11 43293 Instalasi
Fasilitas
Sumber
Radiasi
Pengion

Jasa
Pekerjaan
Konstruksi
dan/atau
Konsultan
Konstruksi
untuk
Fasilitas
Sumber
Radiasi
Pengion

- Mikro
- Kecil
- Menengah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Dokumen
sistem
manajemen

2. Memiliki
Sertifikat
Badan Usaha
(sBU)
konstruksi
untuk
konstruksi
khusus atau
memiliki
sertifikat
standar
untuk
kegiatan
konstruksi
khusus dari
Menteri yang
menyelengga-
rakan urusan
pemerintahan
di bidang jasa
konstruksi

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Memberikan
konsultasi
dan/atau
melaksana-
kan
konstruksi
sesuai
dengan
rencana
teknis
bangunan
penahan
radiasi dan
pendukung-
nya yang
telah
disetujui
oleh
BAPETEN

2. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148267 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.181

No Kode
KBLI

Judul I(8LI Ruang
Lingkup

Sksla
Usaha

Tingkat
Rieiko

Perizinan
Berusaha

Persyereten Jangke Waktu
Penerbitan

KewaJiban PB I'MKI' Parameter Kcwenangan

(U t2t (3t (4) ts) (6) 17l (81 (et (101 (11) lt2l (131

sistem
manajemen

3. Memberikan
akses
BAPETEN
untuk
melakukan
surveilan

4. Menindak-
lanjuti hasil
verifikasi
dan
surveilan

t2 71202 Jasa
Pengujian
Laboratori-
um

o Laborato-
rium
Dosimetri
untuk
Kalibrasi
Keluaran
Radiote-
rapi

o Laborato-
rium
Dosimetri

- Mikro
- Kecil
- Menengah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertilkat
Standar

1. Dokumen
sistem
manajemen

2. Metode uji
3. Bukti

pemantauan
dosis radiasi
perorangan
dan
pemeriksaan
kesehatan

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksana-
kan
ketentuan
yang
tertuang
dalam sistem
manajemen

2. Melaksana-
kan
pengujian

- Persetuju-
an
Pelaksa-
naan Uji
Bioekiva-
lensi
Pemerik-
saan
Unjuk
Kefa
Peralatan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No 148268 C



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

r.E.182

No Kodc
I(BLI

Judul KBLI Ruang
Llngkup

SLala
Usaha

Ttnglat
Risiho

Perizinan
Berusaha

Pereyaraten Jangka Waktu
Penerbitrn

KcwaJiban PB UMKI' Paramctcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6t t7l t8) (el (101 (1U lr2l (13)

untuk
Evaluasi
Peralatan
Peman-
tauan
Dosis
Eksterna

o Laborato-
rium
Dosimetri
untuk
Evaluasi
Peman-
tauan
Dosis
Interna

o Laborato-
rium
Dosimetri
untuk
Standardi-
sasi
Radionuk-
lida

personel pe-
nCuji

sesuai
prosedur

3. Melaksana-
kan program
kalibrasi alat
ukur

4. Memberikan
akses kepada
BAPETEN
untuk
melakukan
surveilan

5. Menindak-
lanjuti hasil
verihkasi dan
surveilan

6. Melakukan
pelatihan
dan/atau
penyegaran
kompetensi
sumber daya
manusia

dengan
Zat
Radioaktif
(untuk
kegiatan
laborato-
rium
mengguna
-kan zat
radioaktif)

SK No 148269 C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.183

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltagkup

Skala
Usaha

Tingkat
Rlslko

Perizinan
Berusaha

Persyarateu Jangka trIalrtu
Penerbltan

Kewajlbaa PB UMKT' Parameter Kewenangaa

(1) t2t (3t (4) (sl (6t 17l (8t (et (ro) (1U lt2l (13)

o l,embaga
uji
Kesesuai-
an
Pesawat
Sinar-X
Radiologi
Diagnostik
dan
Intervensi-
onal

o Laborato-
rium Uji
Bungkus-
an Zat
Radioaktif

o L,aborato-
rium Uji
Peralatan
Uji Tak
Rusak
untuk
Metbde
Radiografr

7. Berpartisipa-
si dalam uji
banding

8. Melaporkan
kepada
BAPETEN
jika ada
perubahan
data PB

9. Melaporkan
pelaksanaan
dan hasil uji
secara
berkala
setiap tahun
terhitung
sejak PB
diterbitkan
kepada
BAPETEN

SK No 148270C



PRESIDEN
REFUBLIK INDONESIA

I.E.184

No Kode
KBLI

Judul KBLI Rueng
Lingkup

SLala
Usaha

Ttagkat
RisiLo

Perlzinan
Berusaha

Persyaratan JaagLa trIehtu
Penerbitrn

Kewajlban PB UMKTI Paramcter Kcwetrangan

(U t2t (3) (41 (s) (61 17l (8) (e) (10) (1U lt2l l13l
o Laborato-

rium Uji
Radioakti-
vitas

13 78429 Pelatihan
Kerja Swasta
Lainnya

Kegiatan
Lembaga
Pelatihan
Ketenaga-
nukliran
meliputi:
o Kegiatan

Lembaga
Pelatihan
Ketenaga-
nukliran
bagi
Petugas
Proteksi
Radiasi
Medik

o Kegiatan
Lembaga
Pelatihan
Ketenaga-

- Mikro
- Kecil
- Menengah
- Besar

Menengah
Tinggi

NIB dan
Sertifikat
Standar

1. Dokumen
sistem
manajemen

2. Dokumen
silabus,
modul, dan
bahan ajar
pelatihan
sesuai lingkup
pelatihan

3. Dokumen acu
silang standar
kompetensi
atau
kurikulum
dengan
prograrn
pelatihan

4. Dalam hal
lembaea

30 Hari setelah
memenuhi

persyaratan dan
melakukan
pembayaran

1. Melaksana-
kan
ketentuan
yang tertuang
dalam sistem
manajemen

2. Menjamin
pelaksanaan
kegiatan
pelatihan
sesuai sistem
mutu

3. Menjamin
ketersediaan
sumber daya

4. Menerima
BAPETEN
untuk
melakukan
surveilan

Untuk
lembaga
pelatihan
yang
mengguna-
kan sumber
radiasi
pengion:
Pemanfaatan
Sumber
Radiasi
Pengion
untuk
Tujuan
Pendidikan,
Penelitian,
dan/atau
Pelatihan

Seluruh Menteri/
Kepala Badan

SK No l4827lC



PRESIDEN
R,EPUBLIK INDONESIA

I.E.185

ItTo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Liagkup

Skala
Usahe

Tingkat
Rislko

Perizlnan
Berusahe

Persyaratan Jangka Waktu
Penerbitan

Kewqiiban PB IIMKT' Paremeter Kewenangan

(1) t2l (3) (4) (s) (6t 17l (8) (et (10) ( 11) lt2l (131

nukliran
bagi
Petugas
Proteksi
Radiasi
Industri

o Kegiatan
Lembaga
Pelatihan
Ketenaga-
nukliran
bagi
Petugas
Instalasi
Nuklir dan
Bahan
Nuklir
pada
Instalasi
Nuklir
Nonreak-
tor

o Kegiatan
Lembaga
Pelatihan

pelatihan
tidak memiliki
sumber
radiasi
pengion,
Pelaku Usaha
melampirkan
surat
perjanjian
kerjasama
penggunaan
sumber
radiasi
pengion milik
instansi lain

5. Menindaklan-
juti hasil
verifikasi dan
surveilan

6. Menetapkan
kerangka
acuan
kegiatan
untuk
disetujui di
awal tahun

7. Melakukan
pelatihan
dan/atau
penyegaran
kompetensi
sumber daya
manusia

8. Melaporkan
kepada
BAPETEN jika
ada
perubahan
terkait data
PB

SK No 148272C



PRES!DEN
REFUELIK INDONESIA

I.E.186

lVo Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LlngLup

SLale
Usaha

TingLat
Rlstko

Perlzinan
Bcrusahe

Pcrsyaratan Jangka trIektu
Penerbiten

KewqJiban PB UMKTI Parameter Kewcnengan

(U t2t (3) (4) (st (6) 17l (E) (e) (101 (1U lt2l (13)

Ketenaga-
nukliran
bagr
Petugas
Instalasi
Nuklir dan
Bahan
Nuklir
pada
Reaktor
Nondaya

o Kegiatan
[,embaga
Pelatihan
Ketenaga-
nukliran
bagi
Petugas
Instalasi
Nuklir dan
Bahan
Nuklir
pada
Reaktor
Daya

9. Menyampai-
kan laporan
kegiatan
pelatihan
sekurang-
kurangnya 1

(satu) kali
dalam 1 (satu)
tahun kepada
BAPE"TEN

SK No 148273 C



PR,ESIDEN
REFIJBLTK INDONESIA

r.E.187

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Ltngkup

Skala
Usahe

Tingkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Pereyaratan Jangla trIaktu
Pcnerbitaa

KewaJiban PB I,ruKT' Parameter Kewenangaa

(1) t2t (3) (4) (s) (6) 17l (81 (e) (101 (11) lt2l (131

o Kegiatan
Lembaga
Pelatihan
Ketenaga-
nukliran
bagi
Petugas
pada
Radiografi
Industri

o Kegiatan
Lembaga
Pelatihan
Ketenaga-
nukliran
bagr
Petugas
pada
Iradiator

. Kegiatan
Lembaga
Pelatihan
Ketenaga-
nukliran
baei

SK No 148274C



PRESIDEN
REPIJBLIK INDONESIA

r.E.188

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
LingLup

SLala
Usehe

Ttngkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaratan Jengta trIektu
Penerbitan

Kewajiban PB IIMKTI Paramctcr Kewenangan

(1) t2t (3) (4) (st (6) 17l (8t (e) (101 (1U ltzl (131

Petugas
pada
Fasilitas
Produksi
Radioiso-
top
dan/atau
Radiofar-
maka

o Kegiatan
Lembaga
Pelatihan
Ketenaga-
nukliran
bagi
Petugas
pada
Fasilitas
Pengelola-
an Limbah
Radioaktif

o Kegiatan
Lembaga
Pelatihan
Ketenaga-

SK No 148275C



PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

I.E.189

No Kode
KBLI

Judul KBLI Ruang
Lingkup

Slrala
Usaha

Ttngkat
Risiko

Perizinan
Berusaha

Persyaretan Jaagka Walrtu
Penerbltan

Kewajiban PB UMKT' Parameter Kcwcnangan

(1) l2t (3t (41 tst (6) 17l (8) (el (101 (1U lt2l (13)

nukliran
bagi
Petugas
Keaman-
an Zat
Radioaktif

o Kegiatan
Lembaga
Pelatihan
Ketenaga-
nukliran
bagi
Personel
Penguji
Pesawat
Sinar-X
Radiologi
Diagnos-
tik dan
Interven-
sional

SK No 148276C


